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KATA PENGANTAR 

 

Maha Suci Allah SWT yang menganugerahi setiap manusia 

kemampuan untuk memahami firman-Nya. Maha Indah karunia-Nya yang 

telah membekali masing-masing insan dengan potensi yang beraneka 

ragam. Pujian terlimpah bagi keadilan-Nya yang senantiasa menuntun kita 

kepada jalan yang terbaik. 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, 

Muhammad SAW, yang telah menjelaskan kepada kita makna dan 

kandungan ayat-ayat Allah, memberikan tuntunan dalam membedakan 

antara yang hak dan bathil. Shalawat juga semoga tercurah kepada para 

keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. 

Dengan bekal tawakkal dan perjuangan yang berat, akhirnya 

penulis bisa menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat 

Terintegrasi Berbasis Pesantren (PMP). Pengabdian ini mengambil judul 

Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Pesantren melalui Budi 

Daya Ikan Air Tawar untuk Mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan 

dengan Lokus Dampingan di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul 

Anwar Pandeglang Banten. Biaya Pengabdian ini bersumber dari program 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik 

Indonesia tahun anggaran 2018. Pengabdian ini mulai dilaksanakan pada 

bulan Juli 2018. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan 

pengabdian ini jauh dari kesempurnaan, masih ada beberapa celah yang 

belum bisa pengabdi lakukan. Mudah-mudahan kekurangan ini menjadi 
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bagian rencana tindak lanjut ke depan dalam pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat dampingan. Karena itu, dengan segala 

keterbukaan, penulis sangat mengharapkan sidang pembaca untuk 

memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan laporan ini. Dengan 

harapan, semoga pengabdian ini bisa bermanfaat dan memberikan setitik 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

Selanjutnya, perkenankanlah dalam kata pengantar ini, penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses penulisan penelitian ini, terutama sekali kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Arskal Salim, M.A, selaku Direktur Pendidikan 

Tinggi Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama 

Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan yang berarti untuk melakukan 

pengabdian ini.  

3. Dr. Wazin Baehaki., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN "SMH" Banten yang 

telah memberikan izin dan kesempatan sehingga pengabdian ini bisa 

terselesaikan.  

4. Teman-teman dosen dan civitas akademika UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten atas diskusi dan masukannya, sehingga banyak 

membantu kelancaran penulisan ini. 
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5. Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

namun tidak mengurangi rasa terima kasih kami atas bantuannya 

sampai penelitian ini selesai.  

Akhirnya hanya kepada Allah jualah, penulis memanjatkan do'a, 

semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik atas jasa dan 

bantuan mereka di dunia dan di akhirat. Amin yâ rabbal 'âlamîn.  

 

Serang, Nopember 2018 

Penulis 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Lahirnya Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

telah membuka ruang partisipasi para pihak dalam pembangunan pedesaan, 

diantaranya lembaga pesantren yang mayoritas tersebar di pedesaan. 

Keberadaan pesantren sebagai institusi keislaman yang strategis 

merupakan salah satu jalur untuk menempa generasi muda pedesaan. Hasil 

analisis Dhofier tentang pesantren secara sosiologis menggambarkan 

tujuan pendidikan di pesantren yaitu “tidak semata-mata untuk 

memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk 

meninggikan moral, melatih, dan mempertinggi semangat, menghargai 

nilai-nilai spiritual dan sosial, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang 

jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana 

dan bersih hati.”1  

Untuk itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

ditujukan untuk membina generasi muda muslim agar memiliki 

kepribadian Islami yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap, dan 

pola tindaknya untuk peningkatan kapasitas sosial ekonomi umat yang 

didasari oleh penguatan akhlak islami. 

Institusi pesantren memiliki sejarah panjang dalam pengembangan 

ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan pesantren berasal dari 

hasil-hasil pertanian secara turun temurun. Syafar menjelaskan bahwa 

kelembagaan pesantren sudah mengakar kuat di pedesaan memiliki 

peluang membangun kewirausahaan sosial dengan warga sekitar berbasis 

                                                           
1 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. 

(Jakarta: LP3ES, 1994), 21  
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potensi lokal. Social entrepreneurship merupakan salah satu bentuk 

kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat lokal yang 

digerakkan oleh pesantren sebagai bentuk wirausaha sosial yang inovatif.2 

Pada kenyataannya, jarang dijumpai pesantren di pedesaan yang tumbuh 

dan berkembang secara swadaya yang memiliki kemampuan 

mengembangkan skala usaha yang berkelanjutan maupun diversifikasi 

usaha tani karena berbagai keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang 

menjadi kendala pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan sosial 

yang berkelanjutan untuk meningkatkan skala usaha yang luas bagi 

masyarakat sebagai berikut: 

1. Keberadaan pesantren yang berdiri di masyarakat pada 

umumnya dimaknai oleh pengelola dan warga sekitar masih 

dianggap sebagai lembaga pendidikan keislaman semata dan 

belum berorientasi sebagai basis pengembangan ekonomi 

kreatif masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kemajuan 

ekonomi pedesaan relatif rendah dikarenakan minimnya 

sumber pendapatan bagi masyarakat. 

2. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di 

pedesaan belum mampu memposisikan diri sebagai institusi 

yang memiliki daya saing dengan dukungan ekonomi 

masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan pesantren 

dan masyarakat sekitar terpisah dikarenakan inovasi yang 

terbatas dalam mengembangkan potensi lokalnya. 

                                                           
2 Muhammad Syafar, Kewirausahaan Sosial berbasis Pesantren dalam 

Mendukung Pembangunan Pedesaan: Studi di Kabupaten Lebak-Banten, (Laporan 
Penelitian LP2M UIN SMH Banten. 2016), 156 
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3. Kesempatan santri untuk mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan usaha sangat terbatas.  Dalam kondisi seperti itu, 

kapasitas santri sulit berkembang dan hal ini berakibat pada 

rendahnya daya saing mereka dalam perebutan kesempatan 

kerja di dunia usaha atau lembaga lain yang memerlukan 

tenaga muda serta tidak mampu mengembangkan usaha 

ekonomi sendiri. 

Dalam kajian action-research ini, aspek kewirausahaan sosial 

diangkat sebagai fokus program karena bidang ini tergolong strategis 

khususnya terkait dengan pengembangan usaha berbasis sumberdaya lokal 

melalui penguatan rantai ekonomi dari hulu ke hilir. Pengembangan social 

entrepreneurship setidaknya bertujuan membangun inovasi sosial yang 

mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat yang didukung oleh 

social entrepreneur sebagai individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha, 

dan beretika yang didukung oleh gagasan inovatif dalam naungan institusi 

pesantren (social enterprise) sebagai institusi sosial yang menaungi 

aktivitas kewirausahaan sosial. Dengan demikian, potensi wilayah 

pedesaan yang utamanya pertanian dalam arti luas bisa berkembang dari 

hulu ke hilir dengan melibatkan pesantren dan masyarakat sebagai pelaku 

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. 

Pemanfaatan potensi hasil sumberdaya lokal tidak dapat menyebar 

dengan sendirinya, jika tidak disertai dengan upaya-upaya menemukan 

agen pembangunan yang mampu mempromosikan hasil tersebut ke pasar. 

Disinilah peran pesantren dan masyarakat diperlukan, baik dalam proses 

pengembangan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan lingkungannya, 

maupun pengembangan usaha kecil dan menengah yang memiliki daya 
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saing tinggi serta penguatan kelembagaan ekonomi. Dalam konteks ini, 

dibutuhkan SDM pedesaan yang handal bukan saja bekerja untuk dirinya 

atau kelompoknya sendiri melainkan juga terus mendorong kreativitas dan 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat sekitar pesantren lainnya 

agar mereka mandiri memenuhi kebutuhan pangan lokal untuk peningkatan 

kesejahteraan, atau disebut kewirausahaan sosial berbasis pesantren. 

Inovasi dalam wadah kewirausahaan sosial berbasis pesantren 

dalam mendukung kemandirian pangan di pedesaan merupakan kesatuan 

konsep strategis yang mencakup aspek-aspek teknologi, pengembangan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertanian, dan 

kelembagaan ekonomi yang terfokus pada komoditas atau sumberdaya 

strategis yang melimpah di pedesaan namun tidak terkelola secara optimal. 

Padahal ruang partisipasi pesantren dalam pembangunan, khususnya 

pembangunan pedesaan dan pertanian semakin terbuka seiring dengan 

lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai legitimasi desa 

mendapatkan kesempatan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sekaligus dapat membuka ruang investasi ekonomi di 

pedesaaan. Institusi pesantren sebagai institusi strategis dan terbesar di 

pedesaan merupakan salah satu jalur untuk membuka ruang investasi di 

desa. Hal ini dikarenakan selain pesantren merupakan salah satu institusi 

yang menempa masa depan, pesantren juga memiliki sejarah panjang 

dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan 

pesanteren berasal dari hasil-hasil pertanian secara turun temurun.  Namun 

demikian sangat jarang dijumpai pesantren di pedesaan yang tumbuh dan 

berkembang secara swadaya yang memiliki kemampuan mengembangkan 

skala usaha yang berkelanjutan maupun diversifikasi usaha tani karena 

berbagai keterbatasan. 
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Dengan demikian, maka diharapkan dapat tercipta kesempatan 

kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan sehingga 

lembaga pesantren dan warga desa nyaman mengembangkan aktivitas 

ekonominya di desa. Lingkup kegiatan kewirausahaan sosial berbasis 

pesantren dapat mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang 

pertanian dari hulu ke hilir, termasuk kegiatan suplemen dan kegiatan 

komplemen sektor pertanian serta aneka jenis usaha kreatif masyarakat 

berbasis potensi kawasan. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan 

sosial di pedesaan dapat membentuk wirausahawan muda pedesaan di 

sektor agribisnis, agroindustri, dan pangan yang dapat melipatgandakan 

nilai dari komoditas pertanian di pedesaan. Sehingga kaji tindak 

kewirausahaan sosial berbasis pesantren dapat mengahasilkan sebuah 

institusi sebagai sanggar kreativitas ekonomi masyarakat yang berdimensi 

luas. 

 

B. PEMILIHAN SUBYEK DAMPINGAN 

Peluang pesantren sebagai institusi penggerak program 

kewirausahaan sosial cukup besar melalui pengelolaan yang terfokus dan 

tepat sasaran. Data Kementerian Agama RI mencatat bahwa jumlah 

pesantren yang tersebar di 34 provinsi berjumlah 28.961 unit yang 

umumnya terletak di kawasan pedesaan dan terbagi ke dalam tipe 

tradisional (15.057 unit) dan modern (13.904 unit), dimana 31.65 persen 

berada di Jawa Barat, sisanya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten 
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(20.87%, 16.18% dan 11.86%).3 Adapun jumlah pesantren berdasarkan 

tipe tersebut sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  Data pesantren berdasarkan tipe tradisional dan 
modern 

Sumber: Kementerian Agama RI, 2016 (data diolah kembali) 
 

 

 

 

 

Data pesantren di atas menggambarkan bahwa jumlah pesantren di 

Banten berada di urutan keempat. Data BPS provinsi Banten4 mencatat 

bahwa lembaga pesantren sebanyak 3.267 unit, terdiri dari 2 (dua) kategori, 

yaitu: tradisional (salafi) dan modern (khalafi). Dari segi penyebarannya, 

jumlah pesantren salafi paling banyak di Kabupaten Lebak (531 unit), 

                                                           
3 Kementerian Agama RI, Statistik Pendidikan Islam TP 2014/2015: Data 

Pondok Pesantren,Pendidikan Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, (Jakarta;t.p, 
2016) 179 

4 Data diambil dari Badan Pusat Statistik, Banten dalam Angka 2015. (BPS 
Provinsi Banten, 2015), 94 
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sedangkan jumlah pesantren khalafi paling banyak di Kabupaten 

Pandeglang (847 unit). Dari segi jumlah santrinya, total santri pesantren di 

provinsi Banten sebanyak 277.066 orang, dimana santri pesantren salafi 

lebih banyak dibanding khalafi dengan persentase masing-masing 60 

persen dan 40 persen. Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan 

jumlah santri pesantren salafi cukup banyak disusul Lebak dan Tangerang 

dengan persentase masing-masing 35.62 persen, 22.20 persen dan 19.33 

persen. Sedangkan santri pesantren khalafi paling banyak ada di Kabupaten 

Lebak (31.96%) disusul Pandeglang (26.59%) dan Tangerang (23.69%) 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.2 di bawah ini.  

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian dilakukan di kabupaten 

Pandeglang, di mana secara potensi memiliki lebih banyak jumlah 

pesantrennya dan mayoritas berada di pedesaan yang berdiri di tengah-

tengah komunitas pedesaan, dimana memiliki banyak potensi sumberdaya 

alam (SDA) yang melimpah, yaitu: pertanian, hutan, gunung dan sungai 

yang menjadi landscape pedesaan Banten. Dengan demikian, Kabupaten 

Pandeglang potensial dikembangkan untuk dilaksanakan intervensi 

Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP). 
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Gambar 1.2.  Data pesantren berdasarkan tipe tradisional dan 
modern 

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2015 (data diolah kembali) 

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS Propinsi 

Banten5 mencatat bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki IPM yang relatif 

rendah dibandingkan kabupaten lainnya, dimana data 2010 sebesar 59,08 

dan meningkat pada 2014 sebesar 62,06 (lihat Gambar 1.3). Kondisi 

tersebut memperlihatkan bahwa aspek ekonomi, pendidikan dan pelayanan 

sosial lainnya di kabupaten Pandeglang masih rendah dibandingkan 

wilayah lainnya, kondisi geografis dan luas wilayah juga mempengaruhi 

rendahnya pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

  

                                                           
 5 Data diambil Badan Pusat Statistik,  Banten dalam Angka 2015, BPS Provinsi 

Banten, 2015, 157 
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Gambar 1.3  IPM Kabupaten Pandeglang tahun 2016 
Sumber: Banten dalam Angka, 2015 (data diolah kembali) 

 

Kabupaten Pandeglang memiliki salah satu pesantren yang cukup 

mengakar dan dikenal luas oleh masyarakat dan berafiliasi ke organisasi 

kemasyarakatan yang cukup tua yaitu Mathla'ul Anwar yang telah berdiri 

sejak tanggal 10 Juli 1916 dan sudah melintasi zaman pra dan pasca 

kemerdekaan hingga kini. Mathla'ul Anwar ini secara historis setara 

dengan organisasi keagamaan terbesar yang ada di Indonesia yairu 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kontribusinya terhadap pendidikan 

keislaman dan keindonesiaan banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat, yaitu: Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul Anwar 

(Selanjutnya disingkat TAQURMA). Pondok Pesantren TAQURMA 

merupakan bagian dari unit pendidikan di Perguruan Mathla’ul Anwar 

Pusat Menes yang  berdiri pada tahun 2014. Pesantren ini memiliki 

komitmen untuk memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 
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sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi peningkatan 

kualitas kehidupan ummat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada 

umumnya. Sejalan dengan khittah perjuangan Mathla’ul Anwar, pesantren 

ini  sendiri juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan 

kesejahteraan ekonomi umat. Dengan sistem kurikulum yang terpadu, 

pendidikan berasrama serta pengajaran al-Qur’an dan Hadits yang 

didukung oleh pendidikan sains serta lingkungan yang sangat asri dan 

kondusif, selalu mengupayakan terciptanya ulama yang saintis serta ilmuan 

yang ulama, dan para mubaligh. 

Untuk itu, beberapa alasan yang mendasari pemilihan Pondok 

Pesantren TAQURMA sebagai subyek dampingan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren TAQURMA sebagai lembaga keislaman dan 

keagamaan memiliki potensi untuk berkembang melalui peningkatan 

kualitas SDM yang handal dengan mengedepankan sumberdaya 

pesantren, yaitu para santri yang mengemban dan mengamalkan ilmu 

yang berguna bagi lembaga dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Kontribusi gerakan pesantren Mathla’ul Anwar telah banyak 

dilakukan untuk memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 

sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi 

peningkatan kualitas kehidupan ummat melalui pemberdayaan 

ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. 

3. Kiprah sejak berdirinya pesantren Mathla’ul Anwar sangat potensial 

membangun kewirausahaan sosial, yang dimaksudkan 

mengembangkan wirausaha tidak saja mengejar keuntungan ekonomi 

bagi pesantren saja, tetapi juga sekaligus memainkan peran dalam 

proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 
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4. Upaya pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pesantren 

dengan memanfaatakan SDM dan sumberdaya agraris dan 

masyarakat sekitarnya merupakan suatu terobosan penting untuk 

membantu proses pembangunan, utamanya kemandirian pangan di 

pedesaan. 

5. Gagasan pesantren Mathla’ul Anwar yang diterapkan oleh Pondok 

Pesantren TAQURMA telah membangun konsep tentang institusi 

integratiif yang berorientasi sebagai institusi pendidikan di pedesaan 

yang berlandaskan kaidah-kaidah Islam, serta menjadi sebuah 

institusi yang mampu memainkan peran dalam berbagai dimensi 

kehidupan sosial pedesaan. Pesantren diorientasikan untuk dapat 

memainkan peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi, 

menjadikan kawasan wilayah pesantren sebagai kawasan 

pengembangan agroindustri pedesaan dengan memanfaatkan 

sumberdaya lahan setempat dan sumberdaya agraris lainnya. 

 

C. RISET PENDAHULUAN DAN BASIS TEORI 

Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla'ul Anwar yang berlokasi di Desa 

Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 

memiliki peran serta dalam membangun masyarakat. Pesantren ini 

memiliki sistem pendidikan keagamaan salafi dan umum (sekolah dasar, 

menengah dan perguruan tinggi) yang terintegrasi dengan sistem 

pendidikan pesantren. Begitu juga kegiatan pembelajaran informal dalam 

bentuk peningkatan keterampilan dan teknologi menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dalam program pengembangan sumberdaya 

manusia (SDM) melalui Pesanten Taqurma..  
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Pendidikan di pesantren ini memiliki potensi bagi para santrinya 

serta memberdayakannya untuk menjadi SDM yang handal. Sebagai 

lembaga keislaman di Kabupaten Pandeglang, pesantren memiliki kiprah 

dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Kontribusi pesantren dalam 

pengembangan ekonomi diantaranya, yaitu: program pengentasan 

kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas sosial ekonomi pemuda 

desa untuk mandiri melalui program orang tua angkat, dan pendirian 

Sekolah yang berbasis ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat melalui 

kelembagaan pesantren dikelola dalam kerangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk bantuan yang berguna bagi 

peningkatan kualitas hidup umat. 

Hasil-hasil pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan 

pesantren yang mengandalkan sumberdaya lokal. Masyarakat Menes, 

khususnya desa Alaswangi memiliki mata pencaharian sebagai petani. Data 

Kecamatan Menes dalam Angka (BPS, 2017) mencatat bahwa jumlah 

peduduk desa ini sebanyak 2.811 jiwa (1.423 laki-laki & 1.388) 

perempuan), sedangkan data Podes (2011) mencatat ada 910 Kepala 

Keluarga (KK), dimana mata pencaharian terbagi dalam 283 KK sebagai 

petani dan 627 KK sebagai buruh tani. Kondisi ini pada umumnya sesuai 

dengan potensi SDA kecamatan Menes, dimana padi sawah menjadi mata 

pencaharian utama masyarakat dengan luas areal 1.583 Ha yang 

produktifitasnya sekitar 6 ton/Ha dan juga palawija (sayuran, kacang, 

jagung dan umbi-umbian) serta perikanan dan peternakan (BPS, 2017). 

Desa Alaswangi banyak sekali beragam SDA yang melimpah. Hutan, 

sungai, dan perbukitan (gunung) adalah pencirian landscape desa lokasi 

dampingan. Kekayaan dan luasnya lahan yang masih dimiliki di satu sisi 
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dan di sisi lain masih terbatasnya sumber daya manusia, aktivitas pertanian 

masih yang selama ini digeluti yaitu padi sawah dan lading palawija masih 

dijaga sesuai dengan konteks pola budidaya setempat. Kondisi ini, tidak 

lain adalah bentuk adaptasi warga terhadap kondisi alamnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan komunitas. Gambar 1.4 

memperlihatkan bahwa pola penghidupan warga bergantung pada alam, 

utamanya pertanian (padi sawah, peternakan dan perikanan) yang secara 

ekonomi untuk kebutuhan subsisten keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4  Peta desa Alaswangi 
 

Masyarakat desa Alaswangi masih memegang erat kerukunan, dan 

nilai budaya mereka masih kuat dalam bergotong royong dalam kegiatan 

sosial dan keagamaan. Masyarakat yang mayoritas mata pencaharian 

sebagai petani & buruh tani sudah mengenal teknologi tepat guna dalam 

aktivitas nafkahnya. Di desa ini sudah ada jaringan penerangan listrik, 

bentuk rumah yang sudah mengikuti perkembangan (permanen), alat-alat 
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yang modern pertanian: seperti traktor & penggiling padi. Perkembangan 

teknologi informasi menjadi media masyarakat untuk memperoleh 

informasi melalui TV, Radio, Handphone, Smartphone dan sebagainya. 

Pelayanan sosial untuk masyarakat desa didukung oleh sarana & prasarana 

kesehatan, pendidikan, ekonomi. Di desa ini terdapat SD, MI, SMP, SMA 

serta Pondok Pesantren. Sedangkan sarana ekonomi dan kesehatan terdapat 

di sekitar kawasan perdesaan, seperti: mini market, pasar, puskesmas, 

warung, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan data di atas, keberadaan pesantren dan komunitas desa 

serta didukung potensi sumberdaya lokal dapat berintegrasi dalam 

mewujudkan kesejahteraan komunitas melalui pengelolaan kelembagaan 

yang baik. Di desa terdapat kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung 

perekonomian masyarakat, seperti: kelompok tani dan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes ditujukan untuk memperkuat 

kelembagaan ekonomi pedesaan itu sendiri melalui peningkatan kualitas 

produk lokal berbasis SDA dalam mewujudkan kemandirian pangan 

komunitas desa. Untuk itu, komunitas desa dan pesantren secara potensi 

memiliki peluang untuk membangun ekonomi melalui kewirausahaan 

sosial dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

Kerangka kaji tindak disusun dalam upaya untuk menghubungkan 

konsep kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) berbasis pesantren 

(social enterprise) yang dilakukan oleh dalam mewujudkan pembangunan 

pedesaan. Dalam konteks kewirausahaan sosial, Wibowo dan Nulhaqim 

menjelaskan paling tidak akan ditemukan tiga istilah yang saling berkaitan, 

yaitu: social enterpreneurship (kewirausahaan sosial), social enterpreneur 

(wirausaha sosial atau orang yang melakukannya) dan social enterprise 
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(lembaga/institusi atau perusahaan sosial yang menaungi aktivitas 

kewirausahaan sosial).6 social enterpreneurship sebagai upaya yang perlu 

diwujudkan oleh social enterpreneur serta perlu lembaga menaungi dan 

memiliki modal berupa misi sosial serta proses produksi yang melibatkan 

proses pemberdayaan, sebuah social enterprise dituntut untuk mampu 

mengembangkan produk yang dihasilkan. Sehingga pengembangan social 

entrepreneurship setidaknya bertujuan membangun inovasi sosial yang 

mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat yang didukung oleh 

social entrepreneur sebagai individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha, 

dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut.  

Untuk mewujudkan kewirausahaan sosial dilakukan melalui proses 

yang secara umum tidak banyak berbeda dengan kewirausahaan biasa, 

namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang membuat proses ini 

menjadi khas dan unik. Salah satu pembeda utama dengan kewirausahaa 

biasa (bisnis) adalah penyebab/penggeraknya (antecendent), yaitu: misi 

sosial, identifikasi peluang, adanya usaha ekstra untuk  memperjelas 

kemungkinan  akses kapital   dan   pihak- pihak bersentuhan yang 

berpotensi saling mempengaruhi. Sehingga pada akhirnya menghasilkan 

outcomes yang terdiri dari nilai sosial, kesinambungan solusi dan tingkat 

kepuasan stakeholders. 

Berdasarkan proses social entrepreneurship tersebut, pesantren 

sebagai social enterprise menjalankan aktivitasnya berdasarkan peran dan 

fungsinya, dimana peran pesantren sebagai pusat kajian keislaman dan 
                                                           

6Heri Wibowo & Nulhaqim, A. Soni, Kewirausahaan Sosial Merevolusi Pola 
Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer (Bandung: Unpad Press. 2015), 
15 
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memiliki tingkat intregritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, 

sekaligus menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat umum. 

Sedangkan pesantren memiliki fungsi  jelas tidak hanya sebagai lembaga 

pendidikan saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan 

penyiaran agama. Pesantren sebagai penggerak sosial ekonomi dalam 

meningkatkan akses dan kualitas sumberdaya dan masyarakat sekitarnya 

sebagai kader pembangunan bangsa dan pada gilirannya mampu bersama-

sama dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berdasarkan asas 

kekeluargaan, dan bila sudah dewasa santri siap untuk dinikahkan dan 

diberi tempat tinggal, serta menerapkan ilmu atau teknologi yang 

berkembang untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonominya. 

 

D. KONDISI DAMPINGAN YANG DIHARAPKAN 

Fokus Kaji Tindak Pengembangan Kewirausahaan Sosial berbasis 

Pesantren untuk mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan pada 

Pesantren Mathla’ul Anwar, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, 

Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten yang diajukan karena tergolong 

strategis dalam mendukung pembangunan pedesaan di era UU No. 6 

tentang Desa, khususnya terkait dengan sumber penghidupan masyarakat. 

Pengembangan sumberdaya lokal pedesaan tidak dapat berkembang 

dengan sendirinya jika tidak disertai dengan upaya-upaya menemukan 

agen pembangunan yang mampu mensosialisasikannya ke masyarakat. 

Konsep kewirausahaan sosial dalam kaji tindak ini diarahkan agar 

komunitas desa dan pesantren bersama-sama mengembangkan usahanya 

tidak saja mengejar kentungan ekonomi bagi diri, keluarga dan 

kelompoknya semata, tetapi juga sekaligus memainkan peran dalam proses 
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pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Peran pesantren sebagai institusi 

integratif diupayakan terwujud yang diorientasikan untuk tidak semata-

mata sekedar sebagai institusi pendidikan di pedesaan yang berlandaskan 

kaidah-kaidah Islam, melainkan juga menjadi sebuah institusi yang mampu 

memainkan peran dalam berbagai dimensi kehidupan sosial pedesaan. 

Pesantren diorientasikan untuk dapat memainkan peran signifikan dalam 

pemberdayaan ekonomi, menjadikan kawasan wilayah pesantren sebagai 

kawasan pengembangan pertanian di pedesaan dengan memanfaatkan 

sumberdaya agraris untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah 

dan kemandirian pangan pedesaan. 

Model sinergitas pesantren dengan komunitas desa dalam wadah 

kelembagaan ekonomi BUMDes merupakan basis struktur agar 

pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pesantren dapat dijalankan. 

Tentunya akan dilakukan identifikasi awal tentang potensi pengembangan 

kapasitas SDM lokal, institusi pesantren, dan masyarakat pedesaan sebagai 

titik tolak pengembangan kewirausahaan sosial dan pengembangan bisnis 

berbasis pesantren, selanjutnya melakukan pengkajian bersama tentang 

perencanaan usaha pertanian yang memiliki nilai tambah, pengembangan 

dan penguatan kelembagaan ekonomi yang pada akhirnya menjadi ruang 

aktivitas bersama antara pesantren dan komunitas desa dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Dengan demikian, ruang lingkup kaji tindak ini akan mencakup 

kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut: (1) identifikasi dan konsolidasi 

sumberdaya agraris untuk menemukan titik tolak pengembangan agrotek, 

agroindustri dan pangan; (2) identifikasi potensi pengembangan kapasitas 

pemuda, institusi pesantren, dan masyarakat pedesaan sebagai titik tolak 
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pengembangan social entrepreneurship dan pengembangan bisnis berbasis 

pesantren; (3) menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan workshop 

kepemudaan bagi peningkatan kemampuan penguasan IPTEKS khususnya 

agroindustri dan pangan; (4) kaji bersama perencanaan usaha, 

pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi;(5) melakukan 

desain bagi pengembangan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan 

agroteknologi dan pangan pedesaan; dan (6) penyusunan rencana exit 

strategy sejalan dengan pembangunan pedesaan melalui model sinergitas 

pesantren dengan komunitas desa dalam wadah kelembagaan ekonomi 

BUMDes. 

Dengan demikian, kaji tindak ini diharapkan akan melakukan 

pemberdayaan melalui model sinergitas pesantren dengan kapasitas 

pemuda pedesaan dan gagasan lembaga ekonomi BUMDES serta 

pengembangan pertanian merupakan gagasan baru yang sekaligus akan 

diintegrasikan dalam kaji tindak pengembangan kewirausahaan sosial 

berbasis pesantren untuk mendukung kemandirian pangan pedesaan melaui 

pondok pesantren Mathla’ul Anwar di desa Alaswangi, kecamatan Menes, 

kabupaten Pandeglang-Banten. 

 

E. STRATEGI YANG DIPERGUNAKAN 

Tujuan pendidikan di pesantren yaitu membangun suatu konsep 

pendidikan yang inklusif untuk menjawab isu sosial dan ekonomi di 

masyarakat. Arah pengembangan pesantren tidak hanya sebatas penguatan 

spiritual melainkan material dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman 

yang utuh. Sehingga muncul suatu konsep pemberdayaan masyarakat 

berbasis pesantren. Lembaga ini butuh memperkuat kapasitasnya dalam 
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melakukan pemberdayaan yang meletakkan manusia (santri & masyarakat 

sekitar) sebagai modal pembangunan.  

Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren merupakan 

usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, 

dan tanggung jawab santri terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pesantren 

sebagai lembaga yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat 

memiliki pendekatan yang khas dan berbeda dengan lembaga lain dalam 

melakukan program pengembangan masyarakat. Metode pelaksanaan 

kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan Participatory Need Assesment 

(PNA) dan pendampingan7. Kedua pendekatan ini memungkinkan setiap 

individu, kelompok masyarakat dan lembaga sebagai aktor dalam simpul 

jejaring sosial mengembangkan aksi secara konkrit dan aktif serta 

produktif melalui mekanisme konsensus masyarakat yang dilaksanakan 

untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungannya. Pendekatan ini sebagai metode yang mengutamakan segi 

kehidupan manusia yang selanjutnya lebih dikenal dengan pemberdayaan 

masyarakat (community empowerment). Untuk itu, program yang akan 

dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini. 

 

  

                                                           
  7 Metode ini dirancang untuk memfasilitasi program pengembangan masyarakat. 
Lihat: Syafar, Penguatan Akses dan Kemandirian Ekonomi pada Majelis Taklim 
Baiturrohman di Kampung Baru Bugis Karangantu Kota Serang, Jurnal Lembaran 
Masyarakat. Jurusan PMI, FUDA IAIN SMH Banten, 2015, h. 41–68. 
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Tabel 1. Logical Framework Pengembangan Kewirausahaan Sosial 
berbasis Pesantren untuk mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan 

Tujuan Output 

Aktivitas 

(per 

output) 

Manfaat Indikator 

Memetakan 
potensi 
pengembanga
n 
kewirausahaa
n sosial di 
lingkungan 
pesantren 

Hasil kajian 
ilmiah 

Pengkaji
an 
dengan 
metode 
kualitatif 
& 
partispat
if 

Mendapatka
n data dan 
informasi 
ilmiah 
sebagai 
rujukan 
intervensi 
praktis. 

Hasil kajian 

Meningkatka
n kapasitas 
SDM dalam  
upaya 
pemberdayaa
n ekonomi 
masyarakat 
pada bidang 
usaha sesuai 
potensi 
lokalnya 

Pelatihan 
peningkatan 
kapasitas 
SDM 

Materi 
dan 
Praktek 
lapang 

Peningkatan 
wawasan 
pengetahua
n dan 
keterampila
n. 
 

1. Jumlah 
partisipan  

2. Produk 
unggulan 
yang 
memiliki 
nilai tambah 
& 
menciptakan 
kemandirian 
pangan.  

 

Memperkuat 
kelembagaan 
ekonomi 
sebagai 
wadah 
kegiatan 
kewirausahaa
n social 

 
Workshop 
pengembanga
n agroindustri 
dan pangan 

 
Materi 
dan 
Praktek 
lapang 

 
Peningkatan 
wawasan 
pengetahua
n dan 
keterampila
n. 
 

 
1. Jumlah 

partisipan 
2. Terbentukn

ya social 
enterprice 

 

Kegiatan-kegiatan yang diajukan berdasarkan Logical Framework 

di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan yang 

diusulkan. Kegiatan pengkajian dilakukan melalui pendekatan ilmiah 
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menggunakan metode dan prosedur ilmiah, baik kualitatif dan partisipatif 

untuk memperoleh hasil kajian yang diharapkan dan berguna sebagai basis 

pelaksanaan pendampingan pesantren dan komunitas. Pendekatan yang 

digunakan dalam memfasilitasi kegiatan di pesantren adalah pendekatan 

melalui metode “dakwah” yang bermakna sebagai seruan kebajikan yang 

diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui metode ini, peserta pelatihan 

akan semakin memiliki posisi yang kuat di lingkungan pesantren dan 

masyarakat karena materi yang diterima akan sangat bermanfaat dan 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendekatan  ini dapat dikatakan 

sebagai pendekatan sosial ekonomi berbasis kultural yang merupakan salah 

satu pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan upaya 

perubahan ke arah yang lebih baik. 

Untuk itu, pengembangan kewirausahaan sosial berbasis Pesantren 

melalui budi daya ikan air tawar untuk mendukung kemandirian pangan 

pedesaan di pesantren Mathla’ul Anwar di desa Alaswangi, kecamatan 

Menes, kabupaten Pandeglang-Banten akan dilaksanakan secara bertahap.  

Setidaknya terdapat 5 (lima) tahap yang merupakan representatif.  Adapun 

tahapan yang dimaksud, sebagai berikut: 

Tahap ke-1.  Akan difokuskan pada pencapaian tujuan: (1) 

Penyiapan pra-kondisi dan penguatan kapasitas masyarakat dan 

pemuda serta komunitas pesantren dalam upaya kemandirian pangan; 

dan (2) perencanaan action-plan dan bussiness plan sebagai gerakan 

sosio-enterpreneurship. Adapun kegiatan tersebut, akan mencakup 

penyiapan (prakondisi) pengembangan pertanian unggulan jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang.  Program pertanian 

dan kemandirian pangan unggulan jangka pendek dimaksudkan 
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untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari pesantren dan 

kebutuhan uang cash untuk pelayanan pendidikan pesantren. 

Sedangkan kebutuhan jangka menengah adalah pengembangan 

pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. 

Sedangkan kebutuhan jangka panjang adalah pengembangan 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan berkelanjutan. 

Keseluruhannya akan dilakukan melalui pengorganisasian petani dan 

pesantren sesuai dengan potensi dasar yang mereka miliki. Termasuk 

di dalamnya adalah penyiapan sumberdaya manusia dan mendorong 

jiwa kewirausahaan dan pelatihan mandiri untuk mampu 

pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan.  Tidak hanya itu 

saja, pada tahap ini dilakukan penyusunan action-plan dan bussiness 

plan; 

Tahap ke-2.  Akan difokuskan pada pencapaian tujuan: (1) 

mencetak wirausahawan mandiri pedesaan berkolaborasi dengan 

pesantren; dan (2) menghasilkan prototipe inovasi teknologi dan 

kelembagaan pengelolaan sumberdaya pertanian yang memiliki 

keungguan komparatif di pedesaan.  Selanjutnya untuk menunjang 

upaya pencapaian pada kedua tujuan pada tahap kedua tersebut, 

maka kegiatan akan difokuskan pada peningkatan kemampuan 

pengelolaan bisnis pertanian dan kemandirian pangan, perintisan 

organisasi ekonomi sebagai cikal bakal pengembangan BUMDes 

dengan menyertakan dan meningkatkan kapasitas petani pesantren 

untuk ikut terlibat dalam proses produksi; 

Tahap ke-3. Akan terfokus pada pencapaian tujuan: (1) memperkuat 

kelembagaan ekonomi pedesaan melalui BUMDes; (2) melakukan 
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ekspansi diversifikasi usaha ke arah produksi pertanian, dan 

diversifikasi pertanian dan pengembangan pusat pelatihan dan 

pengembangan agroindustry dan pangan pedesaan; 

Tahap ke-4.  Merupakan tahap kematangan kelembagaan dan 

kemandirian lembaga bisnis, di mana tahap keempat sudah bisa 

dijalankan secara berkesinambungan. 

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan 

Sosial berbasis Pesantren Melalui Budi Daya Ikan Air Tawar untuk 

Mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan di pesantren Mathla’ul Anwar 

di desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang-Banten 

direncanakan semester kedua tahun 2018. Pada triwulan III, kegiatan akan 

terfokus penyiapan pra-kondisi dan penguatan kapasitas masyarakat, 

pemuda dan pesantren di desa, pengembangan pertanian pada komoditas 

yang sudah ada, pengembangan BUMDes dan perintisan bagi 

pengembangan pertanian untuk pangan berkelanjutan. Sementara dalam 

triwulan IV akan dilaksanakan pengembangan pertanian untuk pangan 

berkelanjutan dimana komoditasnya sebagai bahan dasar utama sudah 

dirintis dan dikembangkan sejak tahap pertama. 

Capaian kinerja riset & aksi akan akan diukur secara periodik 

selama satu semester, berdasarkan indikator peningkatan peningkatan jiwa 

kewirausahaan dan modal sosial di komunitas, kualitas dan kuantitas 

produksi, penyertaan mahasiswa penelitian, terciptanya kemitraan bisnis 

komoditas unggulan, kinerja organisasi bisnis berbasis masyarakat dan 

peningkatan nilai tambah produksi dan kesempatan kerja, serta 

kemampuan managerial organisasi bisnis berbasis masyarakat.   
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Adapun Jadwal kegiatan “Pengembangan Kewirausahaan Sosial 

berbasis Pesantren melalui Budi Daya Ikan Air Tawar untuk Mendukung 

Kemandirian Pangan Pedesaan di Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur’an 

Mathla’ul Anwar di Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten 

Pandeglang-Banten”  sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2018 

No Uraian Kegiatan 
Bulan ke- 

7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan dan Konsolidasi Tim       

2 Penjajagan lokasi studi       
3 Penyusunan Instrumen Studi       
4 Persiapan sosial di lapangan, dengan 

lembaga pesantren dan pemerintah Desa  
      

5 Pengumpulan data/Pemetaan potensi 
pertanian & pangan 

      

6 Pelatihan       
7 Workshop       
8 Ujicoba Teknologi Tepat Guna        
9 Pengolahan dan Analisis Data       
10 Pelaporan & Publikasi       
 

F. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT (STAKEHOLDERS) 

Lembaga pesantren, pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, 

pemuda pedesaan dan para orang tua, serta komunitas pesantren dan LSM 

setempat secara keseluruhan akan dilibatkan sebagai mitra dalam kaji 

tindak ini.  Melalui riset kaji tindak ini lembaga pesantren, masyarakat desa 

dan orangtua siswa diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas mereka  di 

sektor pertanian, agroindustri dan pengelolaan pasar. Masyarakat, 

khususnya para petani akan disertakan dalam pelatihan dan pengembangan 

workshop dengan melibatkan lembaga-lembaga yang mengembangkan 

pertanian baik untuk produksi sarana produksi, pembibitan, 
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produksi/usahatani dan pengolahan hasil-hasil di sentra-sentra produksi 

pertanian dan manajemen bisnis dalam rangka pengembangan lembaga 

BUMDes, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktis dalam 

penggunaan teknologi pertanian yang sesuai. Rancangan kelembagaan 

ekonomi yang menaungi kegiatan usaha bersama diperlukan dan akan 

didisain dan dikembangkan secara bersama. Hasil training dan workshop 

akan diimplementasikan di lingkungan pesantren untuk kemudian 

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Diharapkan mereka dapat 

lebih terampil untuk menghasilkan produk agroindustri berbasis komoditas 

unggulan setempat untuk menciptakan kemandirian pangan. 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan dengan 

mengintegrasikan pesantren dan petani dalam lembaga BUMDes untuk 

secara bersama-sama mengembangkan ekonomi desa. Keterampilan dan 

kemampuan kalangan masyarakat pelopor dari rangkaian pelatihan dan 

workshop yang akan didedikasikan bagi peningkatan kapasitas warga, 

sehingga terbangun lembaga ekonomi desa berbasis masyarakat, yaitu 

BUMDes yang handal.  
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BAB II  

SUBYEK DAMPINGAN DAN KERANGKA KONSEP 

 
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN  

1. Geografi  

Wilayah desa Alaswangi merupakan wilayah yang secara 

administratif berbentuk pemerintahan desa dan salah satu bagian integral 

dari Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah 218 

Ha. Adapun desa Alas Wangi memiliki batas wilayah sebelah utara Desa 

Menes, sebelah timur Desa Tegal Wangi, sebelah selatan Desa Kondang 

Jaya, sebelah barat Desa Cipicung dan Desa Karyasari Kecamatan Cikedal. 

Kondisi geografi desa Alas Wangi, ketinggian dari permukaan laut 

130 m, banyak curah hujan 13 mm/tahun, tofografi daratan, suhu udara 

rata-rata 22,26 C, adapun Orbitasi, waktu tempuh dan letak Desa Alas 

Wangi yaitu  jarak ke Ibu kota kecamatan 2 km, jarak ke kota kabupaten 28 

km, jarak ke ibu kota provinsi 51 km, jarak ke ibu kota Negara 142 km. 

Kependudukan desa Alas Wangi, jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin memiliki 2864 jiwa, jenis kelamin laki-laki 1436 jiwa, perempuan 

1428 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 910 KK kepala keluarga laki-

laki 710 kk, kepala keluarga perempuan 200 KK, jumlah penduduk 

menurut kelompok pendidikan 00-03 147 jiwa, 04-06 tahun 89 jiwa, 07-12 

tahun 179 jiwa, 13-15 tahun 112 jiwa, 16-18 tahun 134 jiwa, 19 ke atas 

630 jiwa. 

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian karyawan PNS 129 

jiwa, TNI/ABRI 3 jiwa, swasta 169 jiwa, wiraswasta 180 jiwa, Tani 215 

jiwa, pedagang 7 jiwa, Buruh tani 551 jiwa, pensiunan 34 jiwa, pemulung 

7 jiwa, jasa 15 jiwa. Kelembagaan RT 18 unit, jumlah RW 4 unit. 
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Pertanahan di peruntukan jalan 6 km, sawah dan ladang 120 Ha, 

bangunan umum 15 Ha, empang 1,2 Ha, pemukiman/perumahan 58 Ha, 

lain-lain 17,8 Ha. Sarana peribadatan  jumlah masjid 7 buah, jumlah 

mushola 6 buah. Sarana perumahan jumlah rumah berdasarkan kondisi, 

rumah panggung 83 buah, rumah semi permanen 379 buah, rumah 

permanen 290 buah, rumah tingkat 5 buah. Bidang kemasyarakatan majlis 

taklim 6 kelompok 460 anggota, remaja masjid 3 kelompok 45 anggota, 

Kesehatan jumlah posyandu 5 pos, jumah kader 25 orang. Tenaga medis 

dokter 1 orang, bidan 1 orang, balai  pengobatan 1 buah, praktek dokter 

umum 1 buah, dukun beranak/paraji 3 orang. 

Adapun wilayah Kecamatan Menes secara geografis terletak antara 

6°- 8’16,5’’ Lintang Selatan dan 106° 00’00,0’’ Bujur Timur dengan luas 

daerah 23,64 km² atau sebesar 0,87% dari luas Kabupaten Pandeglang 

dengan desa Muruy sebagai desa terluas (3,38 km²) dan desa Ramaya 

dengan luas terkecil, yaitu 1,33 km² 8 

Kata Menes sendiri berasal dari kata kamonesan, kata dasar mones, 

yang memiliki makna, kepandaian, kecerdikan, keanehan, kemulyaan dan 

kemasuran. Menes mempunyai banyak sejarah, hal ini dapat dilihat dari 

banyak peninggalan-peninggalan yang terdapat di Menes dari Zaman 

Megalitikum, Zaman Purba, Zaman Hindu- Budha, Zaman Kesultanan 

Islam hingga Zaman Penjajahan. 

Di Menes terdapat situs peninggalan zaman Megalitikum yang 

disebut situs saghiank dengdek di lereng gunung pulosari, yang diprediksi 

                                                           
8 Statistik Daerah Kecamatan Menes Tahun 2017. 

https://pandeglangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D
=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=Menes&yt0=Tampilkan 
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berumur 4500 SM (sebelum masehi), Prasasti Batu Go'ong Citaman 

peninggalan kerajaan Hindu-Budha, yang sampai sekarang belum ada yang 

dapat memperkirakan usia batu tersebut. Prasasti Batu Tulis Muruy, 

masyarakat mempercayai bahwa batu tersebut bertuliskan arab pada zaman 

keislaman, situs Alaswangi dan situs talaga yang berada di tegal baros 

merupakan benda sejarah megalitikum. Susunan batu datar berbentuk 

memanjang dengan sebuah singgasana batu. Sandaran singgasana batu 

berbentuk segilima, saat ini dalam keadaan miring. Penduduk setempat 

menyebut altar itu leluhur Menes. 

Sedangkan pada zaman kesultanan banyak terdapat masjid-masjid 

yang dibuat pada zaman itu sekitar abad 14 Masehi, yang usianya ratusan 

tahun. Selain itu di Menes banyak pondok pesantren salafiah yang masih 

mengakar, hingga tahun 1990-an hampir di tiap kampung diberbagai desa 

terdapat pondok pesantren salafiah yang usianya telah turun temurun, 

namun kini pesantren itu telah banyak ditinggalkan, dan ada pula yang 

beralih fungsi. Selain itu terdapat pula batu nisan yang usianya ratusan 

tahun. 9 

Bentuk topografi wilayah Kecamatan Menes pada umumnya 

merupakan dataran, dengan ketinggian wilayah kecamatan Menes rata-rata 

dibawah 200 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan dari segi 

geomorfologi, wilayah Kecamatan Menes termasuk ke dalam zona kaki 

Gunung Pulosari dan banyak terdapat sumber mata air sehingga merupakan 

sentra pertanian utama di Kabupaten Pandeglang. Banyaknya curah hujan 

pada tahun 2016 di kecamatan Menes berkisar antara 73 mm – 855 mm. 

                                                           
9  Statistik Daerah Kecamatan Menes Tahun 2017. 

https://pandeglangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudul%5D
=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=Menes&yt0=Tampilkan 
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Hujan terjadi hampir setiap bulan, dimana setiap bulannya berkisar antara 8 

sampai dengan 23 hari hujan dan secara rata-rata sebanyak 13-14 hari 

perbulannya.10 

 

Gambar Peta Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang 

2. Pemerintahan 

Kecamatan Menes dibentuk berdasarkan Permendagri no.18 Tahun 

2005 yang terdiri dari 12 Desa, 74 rukun warga (RW) dan 206 rukun 

tetangga (RT), dengan jumlah RT dan RW terbanyak ada di Desa Menes 

yaitu sebanyak 34 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW). 

3. Kependudukan 

Berdasarkan Data Kependudukan Tahun 2017, jumlah penduduk 

Kecamatan Menes tercatat sebanyak 36.766 orang dengan rincian 

penduduk laki-laki sebanyak 18.584 orang dan perempuan 18.182 orang. 

Desa Purwaraja merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di 

Kecamatan Menes, yaitu 7.3369 orang. Pada tahun 2017 jumlah rumah 

                                                           
10 Curah hujan pada tahun 2016 di kecamatan Menes berkisar antara 68 mm – 

453 mm. Hujan setiap bulannya berkisar antara 10 sampai dengan 24 hari dan secara rata-
rata sebanyak 15- 19 hari perbulannya. Statistik Daerah Kecamatan Menes Tahun 2017 
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tangga di Kecamatan Menes sebanyak 7.984 rumah tangga. Dengan rata-

rata per rumah tangga sebanyak 5 jiwa.  

Masyarakat menes merupakan masyarakat yang heterogen, 

berbagai kultur telah bercampur baur menjadi satu. Menjadikan keunikan 

tersendiri. Sebagian besar Penduduk Menes memiliki mata pencaharian 

sebagai Petani, pegawai negeri sipil struktural dan fungsional yang 

mencapai ribuan, Pedagang, Peternak dan wiraswasta. Menurut data 

statistik pandeglang di Pandeglang terdapat ratusan LSM, sebagian 

besarnya berasal dari Menes. Bahkan DPC Parpol pun terbanyak di 

Menes.11 

4. Pendidikan 

Pada tahun 2017, jumlah sekolah TK/RA di Kecamatan Menes 

berjumlah 38 unit, sekolah SD sederajat sebanyak 62 unit, SMP sederajat 

sebanyak 15 unit dan sekolah SMA sederajat sebanyak 17 unit, sedangkan 

pondok pesantren berjumlah 16 pondok pesantren. Sedangkan, besarnya 

rasio murid terhadap sekolah untuk TK/RA sebesar 26, SD sederajat 

sebesar 200,2, SMP sederajat sebesar 212,4 dan SMA sederajat 119,2 Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata tiap sekolah TK/RA di 

Kecamatan Menes menampung sebanyak 26 murid, SD sederajat 

menampung 200 sampai dengan 201 murid. 

                                                           
11 Wikipiedia 
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Sumber: Kecamatan Menes dalam Angka 2017 

5. Kesehatan 

Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Menes pada Tahun 2017, 

terdapat klinik dan tempat pengobatan sebanyak 25 unit. Banyaknya 

penderita penyakit menurut jenis penyakit yang berkunjung ke Puskesmas 

yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan sebanyak 6.250 kasus dari ribuan 

jumlah penderita penyakit lainnya seperti influenza, penyakit kulit, diare, 

dan lain sebagainya. Sedangkan Jumlah penerima kartu Jamkesmas di 

Kecamatan Menes pada Tahun 2017 sebanyak 6.896. Sementara penerima 

kartu Jamkesmas terbanyak terdapat di Desa Purwaraja sebanyak 2.300, 

sedangkan penerima terkecil di Desa Ramaya yaitu 50. 

6. Pertanian 

Padi merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan di 

Kecamatan Menes. Pada tahun 2017, luas panen padi (padi sawah dan padi 

ladang) di Kecamatan Menes mencapai 2.703 hektar dengan produksi 

sebesar 22. ton, total produksi padi di Kabupaten Pandeglang sebesar 

663.660 ton. Selain itu, Kecamatan Menes juga menghasilkan tanaman 
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pangan lainnya seperti jagung (68 ton), kacang tanah (100 ton), Ubi jalar 

(220 ton ) dan Kanang Kedele (650 ton).  

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

pada Tahun 2017 populasi Ternak/unggas cenderung mengalami 

peningkatan. Jenis ternak/unggas yang diusahakan di Kecamatan Menes 

terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba) dan 

unggas (ayam buras, ayam ras dan itik). Populasi ternak/unggas terbanyak 

pada tahun 2017 adalah ayam buras dengan jumlah 71.190 ekor, sedangkan 

yang paling sedikit adalah Sapi dengan jumlah 21 ekor. Sementara itu, 

jumlah produksi daging tertinggi tercatat sebesar 144.773 kg yaitu dari 

komoditas ternak ayam buras. 

Produk unggulan yang terdapat di Kecamatan Menes diantarnya adalah : 

1) Emping melinjo yang dibuat dari buah tangkil (Gnetum gnemon). 

Di kecamatan ini terdapat APE (Asosiasi Pengrajin Emping). 

Menes ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan oleh pemerintah 

daerah dengan penghasilan utama emping melinjo. Di sini, 

diproduksi beragam emping dengan rupa-rupa rasa secara 

tradisional oleh penduduk setempat. 

2) Kue Balok Menes, terbuat dari singkong yang memiliki rasa yang 

sangat khas, singkong banyak ditanam di Menes 

3) Singkong, ubi-umbian, ketela, lahan pertanian dengan produksi 

lebih dari 2.283 Ton per tahun yang ditanam di atas lahan 233 

Hektare. 

4) Peternakan domba dengan produksi rata-rata 5.743 ekor per tahun. 

Dari jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Menes, 

menurut data BPS 2017 berjumlah 78 dengan anggota 3107. Sementara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Emping
https://id.wikipedia.org/wiki/Agropolitan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kue_Balok_Menes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singkong,_ubi-umbian,_ketela&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Domba
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untuk tempat pemasaran ada pasar yang ada sejak zaman sebelum 

kesultanan Islam, yang dilanjutkan oleh masa kolonial yang dibuat dari 

beton dan biasa dikenal pasar beton atau blok Menes. Kemudian pasar ini 

menjadi pasar kebanggaan masyarakat dari kewedanaan Menes hingga 

kini. Luas pasar menes mencapai 1 hektare setengah. Terletak di sebelah 

barat Alun-alun Menes. di tempat ini dijual berbagai aneka ragam 

kebutuhan masyarakat. Hari Pasar Menes jatuh pada hari Selasa dan Sabtu, 

setiap hari ini akan terjadi kepadatan dari ba’da shubuh hingga sore hari. 

 

B. KONDISI MASYARAKAT DAMPINGAN SAAT INI 

 
Kabupaten Pandeglang memiliki salah satu pesantren yang cukup 

mengakar dan dikenal luas oleh masyarakat dan berafiliasi ke organisasi 

kemasyarakatan yang cukup tua yaitu Mathla'ul Anwar yang telah berdiri 

sejak tanggal 10 Juli 1916 dan sudah melintasi zaman pra dan pasca 

kemerdekaan hingga kini. Mathla'ul Anwar ini secara historis setara 

dengan organisasi keagamaan terbesar yang ada di Indonesia yairu 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kontribusinya terhadap pendidikan 

keislaman dan keindonesiaan banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat, yaitu: Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul Anwar 

(Selanjutnya disingkat TAQURMA). Pondok Pesantren TAQURMA 

merupakan bagian dari unit pendidikan di Perguruan Mathla’ul Anwar 

Pusat Menes yang  berdiri pada tahun 2014. Pesantren ini memiliki 

komitmen untuk memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 

sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi peningkatan 

kualitas kehidupan ummat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada 

umumnya. Sejalan dengan khittah perjuangan Mathla’ul Anwar, pesantren 
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ini  sendiri juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan 

kesejahteraan ekonomi umat. Dengan sistem kurikulum yang terpadu, 

pendidikan berasrama serta pengajaran al-Qur’an dan Hadits yang 

didukung oleh pendidikan sains serta lingkungan yang sangat asri dan 

kondusif, selalu mengupayakan terciptanya ulama yang saintis serta ilmuan 

yang ulama, dan para mubaligh. 

Untuk itu, beberapa alasan yang mendasari pemilihan Pondok 

Pesantren TAQURMA sebagai subyek dampingan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren TAQURMA sebagai lembaga keislaman dan 

keagamaan memiliki potensi untuk berkembang melalui 

peningkatan kualitas SDM yang handal dengan mengedepankan 

sumberdaya pesantren, yaitu para santri yang mengemban dan 

mengamalkan ilmu yang berguna bagi lembaga dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Kontribusi gerakan pesantren Mathla’ul Anwar telah banyak 

dilakukan untuk memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 

sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi 

peningkatan kualitas kehidupan ummat melalui pemberdayaan 

ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. 

3. Kiprah sejak berdirinya pesantren Mathla’ul Anwar sangat 

potensial membangun kewirausahaan sosial, yang dimaksudkan 

mengembangkan wirausaha tidak saja mengejar keuntungan 

ekonomi bagi pesantren saja, tetapi juga sekaligus memainkan 

peran dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

sekitarnya. 
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4. Upaya pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pesantren 

dengan memanfaatakan SDM dan sumberdaya agraris dan 

masyarakat sekitarnya merupakan suatu terobosan penting untuk 

membantu proses pembangunan, utamanya kemandirian pangan di 

pedesaan. 

5. Gagasan pesantren Mathla’ul Anwar yang diterapkan oleh Pondok 

Pesantren TAQURMA telah membangun konsep tentang institusi 

integratiif yang berorientasi sebagai institusi pendidikan di 

pedesaan yang berlandaskan kaidah-kaidah Islam, serta menjadi 

sebuah institusi yang mampu memainkan peran dalam berbagai 

dimensi kehidupan sosial pedesaan. Pesantren diorientasikan untuk 

dapat memainkan peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi, 

menjadikan kawasan wilayah pesantren sebagai kawasan 

pengembangan agroindustri pedesaan dengan memanfaatkan 

sumberdaya lahan setempat dan sumberdaya agraris lainnya. 
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C. KONDISI YANG DIHARAPKAN  

 
Output yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat 

berbasis pesantren dengan bentuk pengembangan kewirausahaan sosial 

melalui budi daya ikan untuk terwujudnya kemandirian pangan pada 

Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Mathla’ul Anwar di Kecamatan Menes 

Pandeglang, yaitu: 

1. Munculnya kesadaran untuk terus meningkatkan potensi dan 

keinginan berkarya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

tersedia, salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola lahan 

melaui budi daya ikan.  
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2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 

memperkuat akses dan kemandirian pangan santri pondok 

pesantren Taqurma dan masyarakat Desa Alas Wangi. 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan 

berbasis pesantren. 

4. Menguatnya Lembaga perekonomian yang dikelola oleh desa yaitu 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 

 
 

Gambar Lingkungan Pondok Pesantren Taqurma yang dikelilingi 
pepohonan 
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D. KAJIAN TEORI 

 

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Teoretis 

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang 

biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau 

peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau 

tidak beruntung. Rappaport mengartikan empowerment sebagai suatu cara 

dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa 

atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian 

upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan 

sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam 

memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan 

kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. 

 Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti 

pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 

perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Konsep 

pemberdayaan ditengarai mulai muncul sekitar decade 70-an dan kemudian 

berkembang terus hingga kini, bersamaan dengan makin merebaknya 

pemikiran dan aliran posmodernisme. Empowerment Eropa modern pada 

hakikatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari 

totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan 

terhadap segala kekuasaan dan penguasaan inilah yang kemudian menjadi 

substansi pemberdayaan.12 Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

                                                           
12 Priyono dan Pranaka dalam Bagong Suyanto, “Pemberdayaan Komunitas 

Marginal di Perkotaan”, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi 
Metodologi, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 169.  
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pembangunan, yakni yang bersifat people centered, partisipatory, 

empowering, dan sustainable. 

 Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengenal, 

memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan, menyelidiki porses-

proses dimana masyarakat dapat mengatur atau menguasai kehidupan 

dalam masyarakat termasuk mengubah kekuatan itu. Teori pemberdayaan 

ini muncul pada tahun 1990-an setelah kegagalan teori-teori pembangunan 

seperti Growth Approach (pendekatan pertumbuhan) dan teori Rostow 

yang menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan 

investasi dan padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada 

masyarakat. Dalam teorinya Rostow menyatakan bahwa akan muncul 

limpahan rezeki kebawah (Trickle Down Effect) ketika strategi 

industrialisasi, substitusi impor dengan investasi tinggi, dan padat modal 

digunakan untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Alih-

alih munculnya limpahan rezeki ke bawah, teori ini berujung pada 

meningkatnya pengangguran pada angkatan kerja yang diikuti dengan 

peningkatan kejahatan akibat urbanisasi tenaga kerja tidak terampil, 

Pendekatan ini juga memunculkan Pseudo Capitalis (kapitalis semu), yaitu 

orang-orang yang menjadi kapitalis karena kedekatan dengan kelompok 

penguasa (elit politik) dimana mereka mendapatkan kemudahan dari 

regulasi-regulasi yang ada. 

 Pengabdian masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

memberdayakan masyarakat atau pengembangan masyarakat. 

Pengambangan masyarakat memiliki konsep dasar dalam hal ini kaitannya 
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dengan makna pembangunan. David C. Korten13 mendefiniskan kata 

pembangunan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan 

sumbangsih atau kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan 

manusia. 

 Di bawah ini beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka 

mewujudkan semangat dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, 

antara lain sebagai berikut: 

 Pertama, pada intinya upaya-upya pengambangan masyarakat 

dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia 

secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya baik 

kebutuhan material atau kebutuhan spiritual dapat terpenuhi. Pengabdian 

dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu tidak berwujud tawaran 

sebuah proyek usaha kepada masyarakat, akan tetapi sebuah pembenahan 

struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencakan dan menyiapkan 

suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan 

manusia. 

 Kedua, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu 

proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang 

tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada 

                                                           
13 Lebih lanjut David menjelaskan bahwa pembangunan selayaknya ditujukan 

untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemunuhan 
kebutuhan dasar manusia. Hal ini menurutnya merupakan sebuah tahapan esensial dan 
fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Lihat David C. Korten, 
“Development as Human Enterprise”, Community Management; Asian Experience and 
Perspectives, Conecticut: Kumarian Press, 1987, hal. 17.  
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usaha-usaha yang sekedar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat 

tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (fresh money) 

kepada mayarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian 

dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang 

lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”.  

 Ketiga, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat mesti dilihat 

sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat 

secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. 

Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang sering kali dilupakan bahwa 

pembangunan adalah social learning. Oleh karena itu, pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses 

kolektif di mana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak 

sekedar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial 

yang mereka lalui, akan tetapi secara aktif mengarahkan perubahan 

tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama. 

 Keempat, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena 

itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh 

masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai 

kehadiran mereka untuk mengikuti seuatu kegiatan, melainkan dipahami 

sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh 

suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan 

perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah 

yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. 

 Kelima, pengabdian masyarakat selalu ditengarai dengan adanya 

pemberdayaan masyarakat sebagai suatu cara pengembangan masyarakat. 
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Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu 

program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya 

atapun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti adanya mekanisme dan 

system untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu 

kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan 

kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. 

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan 

bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas 

mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami 

secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji 

beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap 

pemberdayaan masyarakat.  

Pertama akan kita pahami pengertian tentang pemberdayaan. 

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal 

dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak 

dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu 

proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) 

kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, 

menurut Soetomo masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling 

berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, 

terorganisasi. 

Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami 

makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, 

terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut 

para ahli. Menurut  Moh. Ali Aziz, dkk: “Pemberdayaan masyarakat 
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merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang 

kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk 

meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan 

mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-

menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama 

dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan 

masyarakat lebih merupakan suatu proses”.14 

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut 

Madekhan Ali yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai 

berikut ini : “Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi 

untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental 

maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam 

strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; 

pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk 

memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, 

kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga 

membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.15 

Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam 

Mardi Yatmo Hutomo, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: 

1. to give power atau authority to  atau member kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; 

                                                           
14 Mohammad Ali Aziz, op. cit., h. 136  
15 Madekhan Ali, op. cit., h. 86  
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2. to give ability to atau enable atau usaha untuk member kemampuan 

atau keperdayaan. 

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat 

(1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo secara ringkas dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan 

oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat 

adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan 

kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda 

perekonomian mereka sendiri. 

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 

ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 

mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan 

ekonomi rakyat adalah kendala structural, maka pemberdayaan 

ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan strukturat. 

3. Perubahan structural yang dimaksud adalah perubahan dari 

ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 

ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari 

ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses 

perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber 

pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) 

penguasaan teknoloi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 

peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang 
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sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, 

tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat 

antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum 

berkembang. 

5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) 

pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset 

produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan 

kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat 

bukan sekedar price taker; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; 

d) penguatan industry kecil; e) mendorong munculnya wirausaha 

baru; dan f) pemerataan spasial. 

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup; a) peningkatan 

akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan 

SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang 

mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.16 

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat 

adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan 

produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan 

produktivitasnya”. Dari berbagai pandangan mengenai konsep 

pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 

penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk 

                                                           
16 Mardi Yatmo Utomo, Op. cit., 6 
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mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus 

dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya. 

Life Skills merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, 

kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan bekerja sama, 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kecakapan untuk 

bekerja, memiliki karakter, dan cara-cara berfikir analitis dan 

logis.  Pengembangan program life skills pada umumnya bersumber pada 

kajian bidang: dunia kerja (the world of work), keterampilan hidup praktis 

(practical living skills), pengelolaan dan pertumbuhan SDM (personal 

growth and management), dan keterampilan sosial (social skills). 

Pelaksanaan program life skills ini menuntut pemahaman profesional, 

sehingga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

Pendidikan di Perguruan tinggi berbasis luas terdiri dari tiga aspek 

orientasi penyiapan yakni, mendasar, kuat dan lebih luas. Ketiga aspek 

tersebut secara bersama-sama memberikan kemampuan kepada warga 

belajar untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kemungkinan kondisi 

potensi dan peluang yang ada dilingkungannya. Dalam hal ini sumber dan 

potensi lingkungan dapat dimanfaatkan dan didayagunakan secara optimal 

oleh warga belajar untuk kebutuhan belajarnya maupun usahanya dalam 

mencari nafkah. 

Tahun 2001 Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen 

Pendidikan Nasional mengembangkan konsep Pendidikan Kecakapan 

Hidup (Life Skills Education), yaitu  suatu pendidikan yang dapat 
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membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu keberanian 

menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu 

mengatasinya. Pendidikan yang dapat mensinergikan berbagai mata 

pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun 

ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apa pun profesinya. Dengan bekal 

kecakapan hidup tersebut, diharapkan akan mampu memecahkan problema 

kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan 

bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya. Tujuan pendidikan 

kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan 

fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk 

menghadapi perannya di masa datang. Secara khusus, pendidikan yang 

berorientasi kecakapan hidup bertujuan: (1) mengaktualisasikan potensi 

peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang 

dihadapi, (2) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip 

pendidikan berbasis luas, dan (3) mengoptimalisasikan pemanfaatan 

sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberikan peluang 

pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah.17  

Tujuan pendidikan dengan orientasi keterampilan hidup (life skill) 

yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah dan pemuda 

adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga 

belajar dibidang tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga 

mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja yang dapat 

                                                           
17 Indrajati Sidi, op. cit., h. 22 
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mendatangkan penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  Lingkup dari program ketrampilan hidup (Life skill) adalah 

memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, ketrampilan dan kemapuan 

fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha 

mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan 

peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kesejahteraannya. 

3. Paradigma Pemberdayaan dan Perubahan Masyarakat 

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai 

“perubahan penting dari stuktur sosial”. Dan yang dimaksud dengan 

struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial"18. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa perubahan social dalam suatu kajian untuk 

melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan 

perubahan. Sementara menurut Selo Soemardjan, bahwa perubahan social 

adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam 

suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnya nilai-nilai, sikap-sikao dan pola-pola perlakuan di antara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat19. 

Dalam pandangan teori struktural fungsional bahwa masyarakat 

merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem 

yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala 

kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus 

utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk 

                                                           
18Wilbert E. Maore, Order and Change, Essay in Comparative Sosiology,  

(New York, John Wiley &Sons, 1967) hal : 3 
19 Sidi Gazalba, op.cit, hal 27 
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mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan 

hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu 

dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, 

sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku20. 

Pemikir fungsionalis menegaskan bahwa perubahan diawali oleh 

tekanan-tekanan kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik 

keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Artinya teori ini 

melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi yang akan berlangsung 

seperti sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Variabel 

yang menjadi perhatian teori ini adalah struktur sosial serta berbagai 

dinamikanya. Penyebab perubahan dapat berasal dari dalam maupun dari 

luar sistem sosial. 

Masyarakat sebagai kelompok sosial. Ia melakukan pergaulan 

atau hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia, terutama pada 

kehidupan dalam masyarakat teratur. Cara pergaulan dan cara hubungan itu 

mengalami perubahan dalam perjalanan masa, membawa bersamanya 

perubahan masyarakat.  Ruang lingkup perubahan dalam masyarakat amat 

luas, baik mengenai nilai, norma, prilaku, organisasi atau susunan lembaga 

sosial atau lembaga sosial itu sendiri.21  

Poin penting perbincangan penyelenggaraan pemerintahan adalah 

hubungan antara negara dengan masyarakat. Sehingga kondisi yang 

timpang antara negara dan masyarakat merupakan titik tolak yang kurang 

memungkinkan terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, partisipatif, 

                                                           
20 George Ritzer & Douglas J. Googman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta, 

Kecana, 2008), cet. keenam, hal-127-128 
21 Sidi Gazalba, Op.cit, hal:17 
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dan akuntabel. Oleh karena itu, satu-satunya langkah strategis yang mesti 

diambil adalah penguatan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat berarti suatu proses penyadaran diri 

masyarakat melalui kekuatan yang dimilikinya sehingga memiliki 

keberdayaan atau kekuatan untuk melakukan suatu aksi. Memberdayakan 

masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan 

kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat. 

Syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang 

selalu tertuju kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan. Naif 

sekali apabila suatu program pemberdayaan berjalan sambil menciptakan 

ketergantungan masyarakat kepadapihak lain atau kepada pihak pelaku 

pemberdayaan tersebut. 

Kemandirian adalah sikap yang bersumber pada kepercayaan diri. 

Kemandirian juga adalah kemampuan (mental dan fisik) untuk: 1) 

memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri; 2) memperhitungkan 

kesempatan dan ancaman lingkungan; dan 3) memilih berbagai alternatif 

yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan sekaligus mengembangkan 

kehidupan secara serasi dan berkesinambungan. 

Tidak salah bila masyarakat—terutama yang disebut civil 

society—dianggap sebagai “kumpulan seluruh lembaga dan asosiasi non-

keluarga dalam suatu negara” yang mandiri, independen dari Negara dan 
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mampu secara efektif mampu mempengaruhi kebijakan public,22dan salah 

satu di dalamnya adalah lembaga keagamaan. 

Lembaga keagamaan merupakan organisasi yang bertujuan 

mengembangkan dan membina kehidupan beragama.23 Bagi masyarakat 

beragama, lembaga keagamaan memiliki peranan yang sangat dominan, 

misalnya masjid dan madrasah bagi umat Islam. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan Islam di Indonesia relative lebih muda ketimbang 

pesantren.24 Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan 

system pendidikan Islam yang telah ada (pesantren).25 Persepsi masyarakat 

terhadap madrasah di era modern ini semakin manjadikan madrasah 

sebagai lembaga pendidikan yang unik.  Di saat ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang semakin pesat, di saat filsafat manusia modern 

mengalami krisis keagamaan26, dan di saat perdagangan bebas dunia makin 

mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin 

dibutuhkan orang. Sebagai jembatan antara sistem pendidikan pesantren 

dan sistem pendidikan modern, madrasah menjadi sangat fleksibel 

diakomodasikan dalam berbagai lingkungan.  

Begitu pula menyadari akan pentingnya fasilitas peribadatan, 

seperti masjid/musholla, sebagai suatu kebutuhan masyarakat, Clarence A. 

Perry di dalam konsepnya (“neighborhood unit”) telah menempatkan 
                                                           

22 M. Nur Khoiron, et.al, Pendidikan Politik bagi Warga Negara (Yogyakarta: 
LKiS, 2000), 70 

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php 

24 Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 
1998), 54 

25 Baca lebih lengkap, Karl Sternbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah 
(Jakarta: LP3ES, 1986) 

26 Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999), 34 
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fasilitas peribadatan sebagai salah satu komponen pusat lingkungan.27 

Masjid/musholla memiliki peranan penting bagi umat Islam sejak awal 

kenabian hingga kini. Segala aktivitas umat Islam, baik yang berkenaan 

dengan pendidikan, social, ekonomi, hingga politik, pada saat itu terpusat 

di masjid. Hingga pada saat Islam mengepakkan sayapnya berekspansi ke 

luar Makkah dan Madinah, pembangunan masjid selalu mendapat 

perhatian utama jika umat Islam berhasil menguasai suatu wilayah.28 

Namun, masjid sebagai bangunan fisik, tidak akan berarti apa-apa bila 

tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan fasilatas yang 

dibangun itu secara optimal, baik untuk peribadatan maupun untuk 

kegiatan-kegiatan social-kemasyarakatan. 

Untuk sampai pada kondisi ideal itu, tahap pertama yang mesti 

dilakukan adalah pengorganisasian.29 Salah satu pendefinisian 

pengorganisasian masyarakat menurut Dave Beckwith & Christina Lopes 

adalah proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen 

sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada 

secara bersama-sama, menamu-kenali ancaman yang ada secara bersama-

sama, menamu-kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap 

ancaman-ancaman yang ada; menamu-kenali orang dan struktur, birokrasi, 

perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi 

mungkin untuk dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan 

membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh 

konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani 

                                                           
27 Nana Rukmana, Masjid & Dakwah (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2002), hlm. 

47 
28 Harun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 56 
29Abdul Waidl (ed.), Menuju Masyarakat Berdaya (Jombang: Lakpesdam NU 

Jombang, 2008), hlm. 15 
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ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang 

ada.30 

 Inti pengorganisasian masyarakat adalah melakukan transformasi 

sosial agar terjadi perubahan ke kondisi yang lebih baik dalam segala 

aspeknya.31 Dengan demikian, dalam melakukan pengorganisasian 

masyarakat yang menjadi kata kunci adalah perubahan hanya bisa 

dilakukan dari dan oleh masyarakat itu sendiri, sementara faktor luar 

hanyalah simultan yang bisa mempercepat atau malah memperlambat 

proses perubahan. Tanpa partisipasi, kegiatan pengorganisasian masyarakat 

tidak akan terjadi secara sungguh-sungguh. Begitu pula sebaliknya, 

pengorganisasian yang tidak partisipatif melahirkan transformasi social 

yang semu. 

4. Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan (Masyarakat 

Transisi Kota) 

 Kenyataan yang menandai perkembangan kota-kota besar di 

negara sedang berkembang adalah mereka cenderung berkembang secara 

luar biasa, namun ironisnya pertumbuhan kota yang ekspansif itu ternyata 

tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendidikan dan ekonomi yang cukup 

tinggi guna memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah 

cepat di kota tersebut atau dapat dikatakan sebagai over urbanization. 

Seperti yang dikatakan T. McGee (1971), kota yang tumbuh menjadi 

metropolis dan makin gigantis ternyata di saat yang sama harus berhadapan 

                                                           
30 A. Wazir Wicaksono & Taryono D., Catatan Pertama, Pengalaman Belajar 

Praktek Pengorganisasian Masyaraat di Simpul Belajar (Bogor: Yayasan Puter, 2001), 
hlm. 42 

31 Budi Yana Saefullah, dkk., Pengorganisasian Rakyat (Jakarta: INCIS, 2003), 
hlm. 17 
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dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota 

untuk menyediakan lapangan kerja bagi kaum migrant yang berbondong-

bondong memasuki kota besar.  

 Di satu sisi mungkin benar bahwa kota berkembang menjadi 

metropolis secara fisik tampak makin semarak, dipenuhi gedung 

bertingkat, hotel berbintang, dan tampak megah, akan tetapi apakah 

indikator untuk menilai sebuah kota telah berkembang atau tidak semata 

didasarkan pada penampakkan atau penampilan pembangunan fisiknya 

saja? kota yang berhak mengklaim sebagai kota besar yang maju 

sesungguhnya harus berkaca pada dua hal. Pertama, sejauh mana kota itu 

mampu menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang 

memadai bagi penduduknya, khususnya komunitas marginal di perkotaan. 

Kedua, sejauh mana kebijakan kemajuan sebuah kota dapat bersejajaran 

dengan kepentingan kaum marginal dan bahkan jika mungkin benar-benar 

berpihak kepada masyarakat marginal.  

 Di Indonesia, pengalaman telah menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan yang hanya mengutamakan kota besar menimbulkan 

implikasi sosial yang kontraproduktif. Pertama, upaya pembangunan yang 

mengutamakan daerah kota hanya akan meningkatkan daya tarik bagi 

penduduk dari daerah pedesaan untuk berpindah. Kedua, pembangunan di 

kota kenyataannya membutuhkan dana yang sangat besar, namun hasilnya 

hanya dinikmati oleh sebagian penduduk kecil saja. ketiga, pembangunan 

kota yang tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup 

telah meningkatkan jumlah pengangguran yang umumnya karena 

berpendidikan rendah menyebabkan mereka tidak bisa terserap di sektor 

perekonomian formal kota.  
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Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya 

memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalah-

masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi pembicaraan pula 

dalam kajian-kajian pembangunan. Goulet, (1977) yang mengkaji falsafah 

dan etika pembangunan, misalnya, mengetengahkan bahwa proses 

pembangunan harus menghasilkan (1) terciptanya "solidaritas baru" yang 

mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots oriented), 

(2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) menjunjung 

tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. 

Kesemuanya itu tak bisa dilakukan tanpa adanya penguatan pada 

sisi modal sosial (social capital). Perkembangan sektor politik (demokrasi) 

dan perkembangan ekonomi dan bisnis, sebagaimana ditemukan oleh 

sosiolog, sangat ditentukan oleh stok modal sosial. Pertanyaannya disini 

adalah bagaimana meningkatkan stok modal sosial itu. Menurut para ahli 

sosiologi, modal sosial adalah produk sampingan (by-product) agama, 

tradisi dan pengalaman sejarah bersama sebagai masyarakat atau bangsa. 

Sumber-sumber modal sosial itu seringkali di luar kontrol pemerintah atau 

negara. Namun kebijaksanaan publik bisa mempengaruhi pertumbuhan 

modal sosial misalnya lewat pembangunan infrastruktur informasi dan 

komunikasi modal sosial itu bisa dibawa oleh pengaruh dari masyarakat 

luar. 

Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mengembangkan modal 

sosial adalah melalui pendidikan. Disini, pemerintah bisa mengembangkan 

modal sosial lewat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kini 

SDM diakui juga sebagai modal yang disebut modal manusia (human 

capital). Tapi modal manusia itu mengandung beberapa unsur modal yang 
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juga semakin penting peranannya sebagai faktor produksi yang 

menghasilkan pendapatan dan kekayaan. Unsur itu adalah, modal 

intelektual (intellectual capital), modal sosial (social capital) modal 

kultural (cultural capital) dan modal spiritual (spiritual capital). Terdapat 

perbedaan antara ketiga jenis modal itu, walaupun kesemuanya melekat 

pada manusia. Unsur modal intelektual adalah pengetahuan, pengalaman, 

ketrampilan dan kemampuan inovasi yang sebenarnya identik dengan 

modal manusia. Unsur utama modal sosial adalah nilai-nilai dan norma-

norma yang diyakini bersama. Esensi modal kultural adalah kreativittas 

dan estetika. Sedangkan esensi modal spiritual adalah keyakinan (faith) 

dan semangat (spirit). Kesemua unsur modal itu bisa diciptakan melalui 

pendidikan, yaitu pendidikan yang tercerahkan (enlightened education). 

Ketiga, pemerintah bisa pula mendorong terciptanya modal sosial 

dengan menyediakan secara efisien barang-barang umum (public good), 

terutama hak milik pribadi (property rights) dan keselamatan umum 

(public safety) atau keamanan. Keamanan atau keselamatan umum ini 

penting yang memberikan proteksi bagi orang untuk ikut dalam 

perkumpulan, bersukarela, memberikan suara dan menjaga satu sama lain. 

Kondisi ini yang menimbulkan sikap amanah (trust) dalam masyarakat 

karena setiap warga merasa aman dalam suatu negara. 

Keempat, pemerintah bisa menimbulkan akibat buruk terhadap 

modal sosial apabila melakukan sesuatu (membuat program atau proyek) 

yang sebenarnya bisa diserahkan atau dapat dilakukan oleh masyarakat 

sendiri. Jika negara melakukan segala hal, maka masyarakat akan 

tergantung pada negara, sehingga tidak timbul prakarsa keswadayaan dan 

kepercayaan pada diri sendiri, padahal kemampuan untuk bekerjasama 
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dalam organisasi itu berdasar pada kebiasaan dan praktek. Dengan 

demikian, pemerintah bisa meningkatkan stok modal sosial, justru dengan 

membiarkan atau memberi kebebasan kepada masyarakat untuk 

bekerjasama dalam berkreasi dan berinovasi. 

Kelima, tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah 

tidak melakukan pengrusakan terhadap modal sosial yang telah hidup 

dalam masyarakat. Misalnya upaya-upaya untuk menggantikan nilai 

kekeluargaan dengan nilai persaingan. Sebab, nilai kekeluargaan dan 

gotong royong, sebenarnya adalah sebuah modal sosial yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia. Pemerintah seharusnya memelihara dan melindungi 

modal sosial tersebut. Menurut Fukuyama, justru nilai kooperatif itulah 

yang akan memperkuat daya saing suatu bangsa. 

5. Unsur-unsur Perubahan dan Pengembangan Masyarakat Transisi 

Kota (Life Skill Education) 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, 

participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). 

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya 

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif 

terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini 

berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang 

antara lain oleh Friedman disebut alternative development, yang 
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menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender 

equality andintergenerational equity”. 

Jadi, semua unsur yang mempengaruhi perubahan dalam 

masyarakat itu merupakan suatu rangkaian yang saling mempengaruhi. 

Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik tidak mungkin terjadi jika 

tidak ada perubahan pada rangkaian unsur perubahan itu secara 

keseluruhan. Ekonomi masyarakat tidak akan meningkat jika tidak 

dibarengi dengan peningkatan pendidikan dalam masyarakat itu sendiri. 

Begitupun pendidikan dalam masyarakat tidak akan bisa berjalan jika tidak 

ditopang dengan adanya modal sosial yang kuat di dalamnya. Keberadaan 

unsur-unsur itu seperti sebentuk bangunan piramida yang tersusun dari 

tumpukan kartu Remi, jika satu tak terpasang maka piramida itu tidak akan 

bisa berdiri. 

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, 

dapat dilihat dari tiga sisi. 

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali 

tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong 

memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah 
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lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan 

ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai 

masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah 

peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam 

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 

lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut 

pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, 

listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta 

ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di 

pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat 

kurang. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai 

budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan 

kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. 

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan 

pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan 

masyarakat di dalamnya. 

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 

Dalam proses pemberdayaan,harus dicegah yang lemah menjadi bertambah 

lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. 
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Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah 

amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena 

hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. 

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang 

lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi 

makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, 

pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha 

sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan 

demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, 

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah 

kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Dan tak kalah pentingnya 

adalah mengubah relasi kuasa (power relations) yang ada di masyarakat 

jika itu dinilai merugikan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat 

memiliki akses terhadap kuasa milik (power of ownership system), kuasa 

kelola (power of management system) dan kuasa manfaat (power of utility 

system). 

Life skills adalah pengetahuan dan sikap yang diperlukan seseorang 

untuk bisa hidup bermasyarakat. Life skills memiliki makna yang lebih luas 

dari employability skills dan vocational skills. Keduanya merupakan bagian 

dari program life skills. Brollin (1989) menjelaskan bahwa “life skills 

constitute acontinuum of knowledge and aptitudes that are necessary for a 

person to functioneffectively and to avoid interruption of employment 

experience”. Dengan demikian life skills dapat dijelaskan sebagai 

kecakapan untuk hidup. Pengertian hidup di sini, tidak semata-mata 
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memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus 

memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti 

membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan 

masalah,mengelola sumber-sumber daya, bekerja dalam tim atau 

kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan 

sebagainya32. Pengertian yang dipandang cukup mewakili adalah Life skills 

are skills that enable a person to cope with the stresses and challengers of 

life33. Life skills atau kecakapan hidup dalam pengertian ini mengacu pada 

berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh 

kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat . 

Life skills are skills that enable a person to cope with the stresses 

and challengers of life. Life skills atau kecakapan hidup dalam pengertian 

ini mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang 

untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara 

bermartabat di masyarakat. Life skills merupakan kemampuan yang 

diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berfikir yang 

kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan 

membangun kerjasama, melaksanakan peran sebagai warga Negara yang 

bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan 

memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karenanya, 

cakupan life skills amat luas seperti: communication skills, decision making 

skills, resources and time management skills, and planning skills. 

Pengembangan program life skills pada umumnya bersumber pada kajian 

bidang-bidang berikut:  

                                                           
32 Djatmiko, Op. cit., h. 34 
33 Satori, Op. cit., 2 



 Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pesantren (PMP)   62 
 

 

(1) The world of work, 

 (2) Practical Living Skills, 

 (3) personal Growth andManagement, and 

(4) Social Skills. 

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur 

sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya 

merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap 

masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar 

manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan 

bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari 

perubahan. 

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di 

antaranya faktor internal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan 

baru, terjadinya konflik atau revolusi, komunikasi, cara dan pola pikir 

masyarakat, dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan 

iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.34 Sidi 

Gazalba menyebutkan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan perubahan 

masyarakat antara lain: bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknik, 

komunikasi dan transportasi, urbanisasi, bertambahnya harapan dan 

tuntutan manusia35. Kemajuan ilmu pengetahuan adalah kemajuan mental. 

Kemajuan teknik membawa kepada kemajuan material dalam masyarakat. 

                                                           
34http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya" 
35 Sidi Gazalba, Op.cit, hal:18 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya
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Berger dan Luckmann  mengatakan bahwa institusi masyarakat 

tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi 

manusia36. Yaitu terjadi karena proses dialektika antara individu yang 

menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Dari hasil 

dialektika ini manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang 

universal, yaitu menyangkut pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang 

memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi 

makna pada berbagai kehidupannya. 

Perubahan-perubahan tersebut tidak selamanya dapat berjalan 

lancar dan mulus, melainkan mengalami tantangan dan hambatan. Ada 

beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang 

intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan 

IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada 

kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; 

prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi 

kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; 

dan pengaruh adat istiadat.37 

Perubahan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan 

mandiri tidak bisa dilakukan dengan hanya melalui satu aspek saja seperti 

ekonomi, namun harus merangkul segala aspek dalam kehidupan. Hal ini 

dikarenakan adanya dinamika kehidupan di masyarakat yang sangat 

kompleks yang meniscayakan untuk merangkul sekian banyak unsur. 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan itu antara lain: ekonomi, sosial, 

pendidikan, social capital, dan politik. 
                                                           

36 Burhan Bungin, Metodolgi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke 
Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta, Raajawali Pers, 2001) hal: 6-7 

37http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya" 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya
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Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-

tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Adam Smith (1776), proses 

pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian 

kerja (division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan 

produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam 

Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan 

meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya 

akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi.  

Sementara itu berkembang sebuah model pertumbuhan yang 

disebut neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik mulai memasukkan unsur 

teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Dalam teori neoklasik, teknologi dianggap sebagai faktor 

eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia. 

Dalam perekonomian yang terbuka, di mana semua faktor produksi dapat 

berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap 

negara, maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen, yang 

berarti kesenjangan akan berkurang. 

Aliran ekonomi klasik menganjurkan bahwa percepatan 

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi modal besar-besaran 

dalam proses industrialisasi. Segala aset sumberdaya yang terakumulasi 

digunakan untuk mencapai peningkatan produksi semaksimal mungkin. 

Oleh karena itu, David Korten memberinya atribut pendekatan 

pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Model pembangunan ini 

memusatkan perhatian pada: Pertama, industri dan bukan pertanian, 

padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka 
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dari pertanian; Kedua, daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan, 

padahal mayoritas penduduk tinggal di daerah pedesaan; Ketiga, pemilikan 

aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas, dengan 

akibat investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok 

yang sedikit dan bukannya yang banyak; Keempat, penggunaan modal 

yang optimal dan bukan penggunaan sumberdaya modal yang optimal, 

dengan akibat sumberdaya modal dimanfaatkan sedangkan sumberdaya 

manusia tidak dimanfaatkan secara optimal; Kelima, pemanfaatan 

sumberdaya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan 

fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar 

hasil-hasil sumberdaya ini, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan 

dan pengurasan basis sumberdaya alam secara cepat; Keenam, efisiensi 

satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan 

pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan 

keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang 

diorganisasi guna mencapai swadaya lokal, sehingga menghasilkan 

perekonomian yang tidak efisien dalam hal energi, kurang daya adaptasi 

dan mudah mengalami gangguan yang serius karena kerusakan atau 

manipulasi politik dalam bagian sistem itu.38  

Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan telah didorong oleh 

model-model ilmu ekonomi sistem terbuka yang konvensional, yang 

memandang baik orang (manusia) maupun lingkungan sebagai variabel 

luar. Manusia ditempatkan sebagai sumberdaya produksi yang dapat 

dipasarkan, yang dibeli bila keuntungan marjinalnya bagi perusahaan 

melebihi biaya marjinalnya dan menyingkirkannya bila tidak 

                                                           
38 Korten, Op. Cit., h.269-270 
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menguntungkan. Biaya sosial dan lingkungan dari keputusan-keputusan 

perusahaan sebagian besar tidak ditanggungnya, dan diteruskan kepada 

kalangan umum, sementara keuntungan diakumulasikan ke dalam atau 

menjadi milik pribadi perusahaan. 

Teori pertumbuhan selanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor 

lain di luar modal dan tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu teori berpendapat bahwa investasi sumber daya 

manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan 

produktivitas. Menurut Becker (1964) peningkatan produktivitas tenaga 

kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta 

peningkatan derajat kesehatan.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa model pertumbuhan hanya 

menjadikan orang kaya menjadi kaya dan orang miskin menjadi lebih 

miskin. Karena itu kritik dan kecaman terhadap doktrin developmentalisme 

itu terus mengalir, mulai dari penganut paradigma kebutuhan pokok, teori 

ketergantungan sampai dengan pendekatan dan gerakan baru yang 

mengarah pada pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan diawali dari 

munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), 

yang konon diakui sebagai “pembangunan alternatif”. David Korten, 

misalnya, menyebut ciri-ciri paradigma pembangunan berpusat pada rakyat 

sebagai berikut: Pertama, logika yang dominan dari paradigma ini adalah 

logika mengenai suatu ekologi manusia yang seimbang; Kedua, sumber 

daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan prakarsa kreatif 

yang tak habis-habisnya; dan Ketiga, tujuan utamanya adalah pertumbuhan 
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manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari 

potensi manusia.39  

Dalam rangka perkembangan teori ekonomi politik dan 

pembangunan perlu dicatat pula bahwa aspek ideologi dan politik turut 

mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Salah satu di 

antaranya adalah teori ketergantungan yang dikembangkan terutama 

berdasarkan keadaan pembangunan di Amerika Latin pada tahun 1950-an. 

Ciri utama dari teori ini adalah bahwa analisisnya didasarkan pada 

adanya interaksi antara struktur internal dan eksternal dalam suatu sistem. 

Menurut teori ini, keterbelakangan negara-negara Amerika Latin terjadi 

pada saat masyarakat prakapitalis tergabung ke dalam sistem ekonomi 

dunia kapitalis. Dengan demikian, masyarakat tersebut kehilangan 

otonominya dan menjadi daerah "pinggiran" (periphery) negara 

metropolitan yang kapitalis. Daerah (negara) pinggiran dijadikan "daerah-

daerah jajahan" negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi 

sebagai produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri daerah (negara) 

metropolitan tersebut, dan sebaliknya merupakan konsumen barang-

barang jadi yang dihasilkan industri-industri di negara-negara metropolitan 

tersebut. Dengan demikian, timbul struktur ketergantungan yang 

merupakan rintangan yang hampir tak dapat diatasi serta merintangi pula 

pembangunan yang mandiri. 

 

 

  

                                                           
39 Ibid.,   
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

  

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Sosial 

Berbasis Pesantren melalui Budi Daya Ikan Air Tawar untuk Mendukung 

Kemandirian Pangan Pedesaan dengan Lokus Dampingan di Pondok 

Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul Anwar Pandeglang Banten), salah 

satu goal yang diharapkan adalah terwujudnya sumber daya manusia atau 

santri yang memiliki jiwa kewirausahaan sosial yang baik melalui 

pengembangan budi daya ikan mas dan mengembangkannya serta 

mensinergikan dengan kemandirian pangan di pedesaan. Hal ini 

dimaksudkan tidak saja untuk para santri, tapi juga untuk meningkatkan 

kemampuan secara personal masyarakat desa sekitar Ponpes Taqurma 

Pandeglang. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan mengandalkan 

potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Alaswangi, dengan cara 

memperkuat kapasitas SDM & kelembagaan keagamaan setempat melalui 

kemahiran dalam skill entrepreneurship. Untuk mewujudkan orientasi 

tersebut, kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas dan 

pendampingan. 

 

A. Peningkatan Kapasitas 

Kegiatan peningkatan kapasitas santri Ponpes Taqurma dan 

masyarakat Alaswangi melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan teknologi partisipatif yang menguatkan 

pemahaman masyarakat akan kondisi, potensi, dan peluang untuk 

kemudian dapat merancangnya menjadi sebuah rencana aksi bersama 
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dalam masyarakat. Secara teknis, pokok-pokok materi pelatihan, yaitu: 

pengertian kewirausahaan sosial, prinsip-prinsip pengembangan 

kemandirian pangan, pengembangan kerjasama & jejaring bisnis, Tekhnik 

dan cara-cara pembudidayaan ikan mas dan ikan nila.  

Secara potensi, pondok pesantren Tahfidz Alquran Mathla’ul 

Anwar berada pada posisi yang strategis untuk mengembangkan kegiatan 

tersebut dengan tersedianya air yang melimpah, adanya aliran sungai yang 

membelah pondok pesantren. Air yang menjadi sumber utama dalam 

mengembangkan budi daya ikan.  (Lihat gambar 3.1) Hal ini menjadikan 

daerah tersebut menjadi lebih sejuk dan kondusif untuk pertumbuhan ikan 

mas tanpa harus menghamburkan pakan, karena tumpukan planktonis yang 

banyak. Namun perhatian pemerintah setempat dalam pengembangan 

kewirausahaan ini ini bisa dikatakan belum optimal. Ada beberapa bentuk 

kewirausahaan yang ditopang oleh pemerintah desa setempat yaitu budi 

daya jamur. Kegiatan peningkatan kapasitas ini disampaikan oleh 

fasilitator yang kompeten sesuai bidangnya dengan materi yang sederhana 

dan jelas disampaikan kepada para peserta. 
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Gambar 3.1 Aliran sungai Cigondang yang membelah lokasi Pondok Pesantren 

Tahfidz Al-Qur’an Mathla’ul Anwar Pandeglang 

Dalam pelaksanaannya, selain materi pokok yang disampaikan 

ternyata fasilitator mampu membawa suasana pelatihan berjalan 

sebagaimana tujuan yang telah dirumuskan. Fasilitator selain memberikan 

bahan tentang pentingnya pengembangan kewirausahaan melalui budi daya 

ikan, juga dilakukan praktek langsung cara-cara pendederan dan 

pembesaran ikan melalui sawah atau kolam dan jaring apung.  

Kondisi ini dimana peserta tidak merasa bosan selama 

berlangsungnya pelatihan. Praktek ini berguna bagi para fasilitator untuk 

menyesuaikan waktu dengan substansi pelatihan, terstrukturnya 

pelaksanaan pelatihan, dan terciptanya kondisi yang harmonis serta egaliter 

antar narasumber dan fasilitator dengan para peserta.  
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Gambar 3.2 Para santri antusias dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan 
cara budi daya ikan mas dan nila Bersama Fasilitator 

Adapun catatan proses kegiatan pelatihan sebagai berikut: 

1. Lokasi dan waktu 

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembudidayaan ikan 

di Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Mathla’ul Anwar 

diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 

dan Pelaksanaan kegiatan praktek pelatihan bersama petani di 

desa Alaswangi tentang pentingnya kewirausahaan sosial untuk 

kemandirian pangan pedesaaan dilaksanakan pada tanggal 27 

Oktober 2018. 
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2. Fasilitator dan peserta 

Fasilitator pelatihan terdiri dari 4 orang dan 2 orang panitia 

pelaksana. Sedangkan peserta terdiri dari unsur santri dan 

masyarakat yang berjumlah 34 orang. 

3. Proses pelatihan 

Proses pelatihan dimulai dari presentasi materi oleh fasilitator 

dari pelaku pembudidayaan ikan Kabupaten Pandeglang dan 

diikuti dengan diskusi antar partisipan dengan suasana yang 

berkembang dengan baik, yang langkah-langkah sebagai 

berikut: 

• Fasilitator meminta partisipan untuk membentuk kelompok 

kecil (3-5 orang) dan memberikan tugas untuk : 

• Mendiskusikan kewirausahaan sosial, pengembangan 

kemandirian pangan & jejaring kerjasama bisnis; 

• Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang 

dihadapi partisipan dalam membangun kewirausahaan 

sosial, pengembangan kemandirian pangan & jejaring 

kerjasama bisnis; 

• mendiskusikan bagaimana menciptakan kewirausahaan 

sosial, pengembangan kemandirian pangan pedesaan & 

jejaring kerjasama bisnis tersebut; 

• merumuskan ukuran membangun kewirausahaan sosial, 

pengembangan kemandirian pangan & jejaring kerjasama 

bisnis, dan; 
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• merumuskan strategi membangun kewirausahaan sosial, 

pengembangan kemandirian pangan & jejaring kerjasama 

bisnis berkelanjutan melalui BUMDes; 

• Memberikan penyuluhan dan praktek terkait urgensi 

pengembangan budi daya ikan dan bersama-sama belajar 

membuat berbagai macam inovasi untuk produktifitas dan 

efektifitas.  

• Menyampaikan hasil diskusi kelompok untuk memperoleh 

respon dari kelompok lainnya, kemudian fasilitator menarik 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari. 

• Setelah diskusi berlangsung, dilakukan pelatihan 

pembudidayaan ikan dengan berbagai tekhnik. 

4. Pelatihan pembenihan dan pembesaran ikan. 

Sesuai dengan latar belakang serta potensi dan permasalahan 

yang dibahas pada bab sebelumnya, maka tujuan dari pelatihan 

ini adalah : 1) Melatih santri dan masyarakat untuk bisa 

mengelola sarana pesawahan dan lahan agar lebih produktif; 2) 

melatih masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi sumber 

daya alam yang tersedia menjadi sesuatu yang bernilai 

ekonomis, dan; 3) melatih masyarakat untuk bisa melakukan 

kreatifitas dari hasil budi daya ikan (lihat Gambar 3.3).  
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Gambar 3.3. Bersama narasumber meninjau lokasi sawah 
pembesaran ikan mas dan melakukan praktek bersama 

 

Adapun proses pelatihannya sebagai berikut: 

• Proses penyajian materi menggunakan pendekatan 

pembelajaran orang dewasa yang diperkaya dengan metode 

belajar antara lain : ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

Metode pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan 

pembelajaran seperti tersebut di atas diharapkan mampu 

meningkatkan motivasi peserta untuk bisa mengolah lahan 

secara variatif dan produktif. 

• Untuk menunjang proses pembelajaran, dilakukan kegiatan 

pemberian latihan terbimbing tentang memilih bibit-bibit 

ikan yang bagus agar lebih cepat besar dan penyediaan 
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pakan yang murah dan ekonomis dari sisa-sisa makanan 

yang terbuang secara percuma, sehingga nanti bisa menekan 

biaya pakan yang cukup mahal.  

• Diberikan juga penjelasan tentang proses pemasaran, 

tantangan dan peluangnya serta harga ikan sehingga 

masayarakat bisa meningkatkan perekonomian mereka 

melalui penjualan hasil ikan.  

• Metode demontrasi serta pendampingan, dengan langsung 

praktek memilih benih yang bagus, membersihkan lahan, 

mengolah hingga mengairi dan siap disemai. Kemudian 

mempraktekkan cara mengolahnya dengan menggunakan 

alat-alat seadanya yang sudah disediakan, sehingga 

memudahkan masyarakat dalam pengolahan dan 

pengembangan kewirausahaan. 

 

Gambar 3.4 Fhoto Bersama para Santri Taqurma sesaat setelah 

pelatihan dan pendampingan cara pembesaran ikan mas 
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5. Pelatihan Pendampingan Pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) 

Pelatihan ini ditujuan untuk memperkenalkan manfaat 

teknologi informasi yang berkembang luar biasa dengan 

menggunakan internet dalam mempromosikan produk. Orang-

orang dapat berbagi informasi dengan sangat mudah melalui 

media sosial. Di mana setiap orang memiliki media dalam 

bentuk koran atau majalah sendiri. Melalui media sosial orang 

bisa bikin materi informasi dan berbaginya dengan pengguna 

lain. Para pengguna juga bisa ramai-ramai (berkolaborasi) 

membuat materi tertentu dalam berbagai format (teks, audio, 

gambar, video) yang bisa dipasarkan untuk kepentingan usaha 

yang lebih meningkat.  
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Gambar 3.5 Bersama masyarakat berdiskusi tentang 
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

6. Pembelajaran 

Proses pelatihan berjalan dengan baik dan lancar. Peserta 

menunjukkan respon yang baik dan positif.  Secara umum 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peserta begitu antusias 

memperhatikan dan memberikan tanggapan terkait materi yang 

disampaikan.  Beberapa poin penting yang menjadi masukan 

dan perhatian adalah kendala dalam menjaga kontinyuitas 

pembesaran ikan. Kendala itu diantaranya adalah ganguan 

hewan lain seperti burung, musang sebagai predator dari ikan-

ikan yang masih kecil. Kendala lainnya adalah harga pakan 
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yang teramat mahal, sehingga secara kalkulasi biaya pemberian 

pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Oleh 

karena itu untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan 

lahan ini, maka program pengabdian kepada masyarakat ini 

melaksanakan pelatihan pembudidayaan ikan, Produk yang 

dikembangkan diharapkan punya akses pasar yang lebih jelas 

dan memperoleh dukungan lain dari pemerintah kota 

Pandeglang, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat, khususnya para pelaku usaha sehingga tumbuh 

kemandirian dalam ekonomi mereka. 

 

B. Pendampingan 

Partisipan yang telah memperoleh pelatihan dalam kegiatan Kaji 

Tindak Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Pesantren untuk 

Mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan dengan Lokus Dampingan di 

Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul Anwar Pandeglang Banten, 

didampingi oleh fasilitator dan dosen yang berpengalaman dalam 

mendampingi untuk mendorong pengembangan kapasitas sosial ekonomi 

pesantren dan masyarakat. Adapun kegiatan pendampingan sebagai 

berikut: 

1. Praktik mandiri (Pembesaran ikan) 

Setelah mengetahui cara pengolahan lahan dan tekhnik pembesaran 

ikan yang baik dalam kegiatan pelatihan, para santri dan masyarakat 

diberikan kesempatan untuk praktik bersama secara mandiri. Tujuan dari 

praktik ini supaya partisipan mampu mendayagunakan kreativitasnya 
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untuk memperoleh produk yang khas dan mampu menjangkau pasar 

dengan baik.  

Produksi pembesaran ikan baik ikan mas dan ikan nila merupakan 

upaya kewirausahaan yang kreatif yang bisa dilakukan oleh para santri dan 

masyarakat dari Kecamatan Menes umumnya, khususnya Desa Alaswangi. 

Upaya ini ini tidak saja bisa diproduksi oleh masyarakat, tapi mampu untuk 

dipasarkan. Hasil olahan ikan juga bisa menjadi lebih variatif menjadi abon 

misalnya, tapi dalam kegiatan ini arahnya tidak kesana, tapi hanya pada 

pembenihan dan pembesaran ikan, selanjutnya dijual ke pasar atau pembeli 

perorangan. Untuk pangsa pasarnya, produk ikan ini bias dijual di pasar 

dan lapak-lapak yang menjual ikan di sepanjang jalan.  Namun jika 

hasilnya menarik dan bagus bisa ditawarkan ke toko-toko, pasar dan 

sebagainya. Hal ini dikarenakan wilayah Pandeglang sebagai pusat tujuan 

wisata religi & budaya Banten yang bisa menyajikan oleh-oleh souvenir 

kepada para wisatawan. 
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Gambar 3.6. Bersama para santriwati Pondok Pesantren  Tahfidz Qur’an 
Mathla’ul Anwar Pandeglang Banten  

2. Pengajian rutin  

Dari hasil pelatihan dan pendampingan kepada para santri 

dan masyarakat, para partisipan bersepakat untuk memperkuat 

nilai-nilai agama dalam bentuk pengajian rutin. Kegiatan ini 

difasilitasi oleh Kyai di Pesantren Taqurma dan para dosen dalam 

bentuk peningkatan kapasitas dakwah kepada Santri dan 

masyarakat Desa Alaswangi. Sasaran yang menjadi peserta 

kegiatan ini yaitu para pemuda yang bertujuan memperkuat 

pemahaman agama serta mengamalkannya dalam rangka 
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menghindari aktivitas yang dilarang oleh agama, yaitu: perjudian 

dan perzinahan yang selama ini terjadi dalam kehidupan para 

pemuda.  

Kegiatan ini memiliki nilai positif dalam pengembangan 

kewirausahaan sosial. Selain memperkuat silaturahmi, dalam 

beberapa kesempatan dibicarakan juga kendala dan pemecahannya 

dalam proses pengembangan pembudidayaan ikan. Adapun jadwal 

kegiatan pengajian sebagaimana diperlihatkan pada Tabel  di 

bawah ini. 

Tabel  Jadwal pengajian rutin 

Hari, Waktu Partisipan Lokasi 

Selasa : Pkl. 13.00 – 16.00 Ibu-ibu Ponpes Taqurma  

 

Seperti diketahui bersama bahwa Pesantren adalah tempat 

untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam, 

membina para santri dan mendidik mereka agar memiliki 

pengetahuan Keislaman sebagai panduan mereka dalam 

bermuamalah. Pengertian pesantren lainnya adalah tempat 

berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan semua 

kegiatan. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar  di bawah ini. 
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Gambar 3.7 Kegiatan santriwati berdiskusi di Ponpes Taqurma Kab. 
Pandeglang 

 

Pendampingan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam kegiatan 

pendampingan ini ditujukan untuk memperkuat pendidikan agama Islam 

terhadap sikap keagamaan jama'ah. Pondok pesantren merupakan salah 

satu ekspresi dari usaha masyarakat dalam mewadahi umat Islam untuk 

senantiasa membentuk jiwa dan kepribadian yang agamis yang berfungsi 

sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas kehidupan umat Islam, 

khususnya para santri. Untuk itu, sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang 

bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat yang 

saat ini bekerjasama dengan UIN SMH Banten, sehingga pada tujuannya 

akan tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi 
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intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman 

yang semakin global dan maju, serta menjadi wadah dalam 

mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat. 

 

Gambar Plang Identitas Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Mathla’ul 
Anwar Alaswangi Menes Pandeglang Banten  
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BAB IV 

DISKUSI HASIL TEMUAN 

A. Diskusi Data 

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Sosial 

Berbasis Pesantren melaui Budi Daya Ikan Air Tawar untuk Mendukung 

Kemandirian Pangan Pedesaan dengan Lokus Dampingan di Pondok 

Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul Anwar Pandeglang Banten, 

sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dilakukan 

penela’ahan tingkat perkembangan para santri dan masyarakat setelah 

mengikuti aktivitas pemberdayaan masyarakat. Untuk melihat 

perkembangan tersebut, maka perlu mempertimbangkan potensi-potensi 

yang ada di wilayah Kecamatan Menes, dengan cara memperkuat kapasitas 

SDM & kelembagaan usaha masyarakat setempat dalam berbisnis. Untuk 

mewujudkan orientasi tersebut, yang dalam hal ini dilakukan kegiatan 

peningkatan kapasitas dan pendampingan. 

Pada dasarnya arah dari setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat 

yaitu meletakkan masyarakat dampingan sebagai subyek pembangunan 

dengan mengedepankan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya 

mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya 

pada pembangunan masyarakat desa. Istilah ini disebut sebagai people-

centred development sebagai suatu pendekatan pembangunan yang 

memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan 

yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka 

sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. 
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Mengingat pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah proses tanpa 

menafikan hasil (output), maka kegiatan pelatihan dan pendampingan yang 

telah dilaksanakan diwujudkan melalui proses pemberdayaan masyarakat. 

Sebab kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam 

mewujudkan hakekat pemberdayaan yang mencoba mengangkat ekonomi 

rumah tangga melalui penguatan kapasitas kelompok. Kegiatan pelatihan 

sebagai bentuk dalam rangkaian penguatan kapasitas sosial ekonomi yang 

merupakan salah satu kegiatan utama, sebagai entry point pemberdayaan 

rumah tangga miskin agar mereka berdaya dan berdikari dalam 

peningkatan ekonomi keluarga melaui kemandirian pangan.   

Pelatihan yang telah dilaksanakan secara langsung memiliki 

manfaat bagi masyarakat ini, yaitu: 1) pelatihan yang dilakukan diharapkan 

memiliki pengaruh yang sangat penting untuk masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan hidup dan meningkatkan perekonomian; 2) 

dengan meningkatnya perekonomian akan meningkatkan tingkat 

pendidikan penduduk terutama generasi penerus; 3) apabila masyarakat 

tersebut memilik keterampilan dalam mengolah lahan dan ikan serta 

pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menambah 

pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan 

potensi alam yang ada; 4) disamping masyarakat juga bisa mengenal jenis 

produk yang bisa diolah dari ikan secara variatif dan menarik. dan; 5) 

dengan menggambarkan beberapa produk dari ikan, manfaat dan teknik 

pemasarannya akan memberikan pengetahuan sehingga masyarakat akan 

bisa mengelola secara mandiri ikan olahan sampai kepada menjual hasil 

olahan tersebut sekaligus juga memperkuat kesinambungan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). 
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Sejalan dengan konsep pemberdayaan yang telah dilaksanakan, 

Narayan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu 

komunitas didukung oleh beberapa elemen dalam meningkatkan kapasitas 

kelompok, di antaranya adalah akses, partisipasi, akuntabilitas dan 

kapasitas organisasi lokal sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

1. Akses & Informasi. 

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk 

memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini 

tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian 

kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat 

miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan 

hak-hak dasarnya.  

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, santri dan 

masyarakat memperoleh akses terhadap informasi-informasi baru yang 

sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Informasi ini termanifestasi 

dalam kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan dan diskusi yang secara 

berkala diselenggarakan melaui pertemuan rutin kelompok dan juga 

kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan wadah bagi anggota dalam berpatisipasi untuk 

memperoleh akses dan informasi bagi pengembangan taraf hidupnya. 

Namun demikian, para anggota majelis taklim juga punya keputusan untuk 

mengembangkan diri dengan membuka akses informasi ke luar dengan 

menggunakan perangkat teknologi informasi. 
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2. Partisipasi. 

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” 

dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Partisipasi secara 

sederhana dipahami sebagai bentuk keterlibatan komunitas miskin terhadap 

peranannya di dalam aktivitas pemberdayaan. Lebih jauh lagi Conyers 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat, di antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai 

apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu 

kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka 

rasakan. 

Partisipasi muncul sebagai bentuk keterlibatan berbagai pihak, 

yaitu santri dan masyarakat Tahfidz Qur’an Mathla’ul Anwar, dosen UIN 

SMH Banten, pemerintah, dan swasta yang masing-masing memiliki peran 

dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Partisipasi santri diwujudkan 

melalui keterlibatannya dalam aktivitas pertemuan pengajian dan aktivitas 

usaha ekonomi sebagai bentuk penguatan kapasitas sosial ekonominya. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan mustahil 

akan terlaksana sesuai tujuannya jika partisipasi santri dan masyarakat 

relatif kecil.  

Bentuk-bentuk peranan dosen sebagai pengabdi dan pendamping 

sangat mempengaruhi efektivitas partisipasi santri. Program yang 

dirancang bisa dikatakan sudah cukup sesuai dalam memperkuat 

keterlibatan dan peran stake holders terkait dalam memfasilitasi kegiatan 

pertemuan pengajian di tingkat kelompok santri. Tujuan dari kegiatan 

pendampingan ini yaitu mengatasi problematika yang muncul di setiap 

kelompok diupayakan bisa difasilitasi oleh mereka sendiri melalui 



 Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pesantren (PMP)   88 
 

penyampaian materi dalam pengajian rutin berbasis permasalahan yang 

bisa diselesaikan melalui partisipasi aktif anggotanya tersebut. Partisipasi 

santri dan masyarakat serta stakeholders menjadi satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan dalam setiap aktivitas pemberdayaan masyarakat. Tinggal 

bagaimana peran masyarakat lainnya masuk kepada partisipasi aktif 

lembaga eksternal dalam mendukung aktivitas pemberdayaan yang 

dilakukan, yaitu dengan melibatkan peran pemerintah dan swasta dalam 

mengembangkan masyarakat. 

3. Akuntabilitas. 

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pondok pesantren dan 

anggotanya dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pelatihan dan 

pendampingan yang selama ini diikuti. Untuk memperkuat akuntabilitas 

ini, peran pemerintah, perusahaan swasta atau mahasiswa dan dosen ikut 

terlibat dan berperan aktif dalam pengembangan dan keberlanjutan 

program pengembangan masyarakat. Hal ini ditujukan agar proses kegiatan 

dapat mempertanggungjawabkan sesuai tujuan yang ditetapkan, serta 

memiliki alternatif tindakan yang mendukung pelaksanaan tindakan 

tersebut. 

Akuntabiltas Pondok pesantren yang sudah difasilitasi diwujudkan 

melalui keterbukaan pada proses pemberdayaan melalui pelatihan dan 

pendampingan. Dalam melaksanakan upaya pasca pelatihan dan 

pendampingan, Pondok pesantren perlu memperhatikan manfaat teknologi 

informasi yang didalamnya berisi informasi tentang proses pelaksanaan 

program pengmbangan kapasitas sosial ekonomi pondok pesantren, baik 

dari sisi kemajuan anggota, usaha produktif, dan promosi produk yang bisa 

dikonsumsi oleh publik. Selain itu, bentuk lain dari akuntabiltas ini dengan 
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melakukan kerjasama sebagai wujud membangun jajaring dengan 

kelembangaan eksternal yang fokus pada pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat.  Keterlibatan Institusi pemerintah, swasta dan 

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang concern dan peduli terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh pondok pesantren, dan hal ini membuktikan 

bahwa jejaring merupakan kunci bagi pengembangan program yang 

akuntabel. 

Keterlibatan peran pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dapat 

diwujudkan melalui kebijakan dan kerjasama yang selama ini dilakukan 

bersama Pondok Pesantren. Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Menes sejalan dengan upaya 

mencapai tujuan pembangunan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. 

Bentuk kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten 

Pandeglang dalam pengembangan pondok pesantren dan penguatan usaha 

ekonomi mikro termaktub dalam peraturan dan perundang-undangan serta 

program-program yang ditetapkan. Upaya tersebut merupakan tanggung 

jawab pemerintah sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan untuk 

merealisasikan pembangunan di wilayah Kota Pandeglang sejalan dengan 

pembangunan nasional.  

Kemudian dalam proses pencapaian pembangunan tersebut peran 

swasta dan Perguruan Tinggi cukup penting sebagai instrumen 

membangun kerja sama antar pemangku kepentingan. Peran swasta sangat 

besar dalam membangun kerjasama dengan pondok pesantren, yaitu 

melalui kerjasama di bidang ekonomi melalui pengembangan pembiayaan 

agar proses pemberdayaan berjalan dengan efektif mencapai tujuan 

bersama, mengangkat taraf hidup anggota dan perluasan skala ekonomi. 
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Selain itu, perguruan tinggi UIN SMH Banten mampu menghasilkan 

karya-karya tri darma perguruan tinggi  dengan menggabungkan kajian 

teoritik dan empirik yang berguna bagi pengembangan masyarakat secara 

sinergis. Berbagai pemangku kepentingan ini saling bekerjasama secara 

terbuka dan transparan sebagai wujud membangun kebersamaan yang 

akuntabel sejalan dengan pembangunan. Dengan demikian, pola 

pengembangan multi pihak sangat berperan dalam mempercepat proses 

pengembangan ekonomi masyarakat. 

4. Kapasitas Organisasi Lokal  

Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur’an Mathla’ul Anwar 

(TAQURMA) Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu organisasi lokal 

sangat penting dilakukan penguatan yang merujuk pada kemampuan 

masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan 

memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah bersama. Dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian 

masyarakat UIN SMH Banten, Santri Pondok Pesantren tergabung dalam 

kelompok-kelompok kecil yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan 

pendampingan agar mereka saling mendukung satu sama lain dan memiliki 

kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kelompok kecil ini 

dikelola melalui penguatan kapasitas keagamaan dan ekonomi sebagai 

kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan masyarakat lokal. 

Penguatan kapasitas kelompok dilakukan mulai dari partisipasi 

santri pondok pesantren. Wadah kelompok dijadikan wahana bagi anggota 

untuk beraktivitas dalam kerangka pelaksanaan program pelatihan dan 

pendampingan. Di dalam kelompok ini, anggota dapat menyampaikan 

aspirasinya melalui pengelolaan yang terorganisir agar aspirasi mereka 
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menjadi perbaikan bagi dirinya dan kelompoknya. Dalam kaitannya 

dengan kegiatan program pelatihan dan pendampingan yang telah 

dijalankan, kelompok-kelompok pondok pesantren merupakan representasi 

dari organisasi lokal. Setiap kelompok mengorganisasikan diri, dan 

membentuk jaringan-jaringan kelompok yang dapat bekerja sama untuk 

memperoleh kerjasama sosial ekonomi dalam naungan aktivitas sosial 

keagamaan. 

Dalam pelaksanaannya, penguatan kapasitas kelompok pondok 

pesantren ini belum maksimal disebabkan oleh minimnya partisipasi 

anggota yang berdampak munculnya fenomena rendahnya tingkat 

keaktifan kelompok, sehingga menjadi masalah dalam kegiatan 

pemberdayaan. Kemudian, pemahaman dan keterampilan para dosen dalam 

memfasilitasi kegiatan kelompok merupakan kendala dalam pelaksanaan 

pemberdayaan. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh anggota dan 

kelompok mempengaruhi kinerja kelompok membutuhkan keterampilan 

untuk memfasilitasi kelompok sesuai dengan perannya dalam aktivitas 

pendampingan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam program pengabdian 

kepada masyarakat ini berupa pelatihan pembesaran dan budi daya ikan 

mas dan nila dan pendampingan pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) perlu adanya identifikasi supaya pelatihan ini bisa menjadi life 

skills bagi masyarakat setempat. Life Skills ini berupa meningkatkan 

keterampilan sehingga sehingga bisa menjadi sebuah inovasi, ekonomis 

dan produktif. Identifikasi yang dilakukan berupa adanya follow up dari 

masyarakat yaitu masyarakat bisa mengolah sendiri menjadi olahan variatif 

lainnya disamping pengolahan yang sudah diajarkan dan juga bisa 
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memasarkan hasil itu ke pasaran. Adapun kriteria sederhana dan menjadi 

tolak ukur dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :  

1. Peserta mampu mengolah lahan sesuai dengan yang 

diajarkan saat pelatihan.  

2. Peserta mampu memahami pengolahan budi daya ikan 

menjadi lebih produktif.  

3. Peserta mampu mengolah ikan menjadi hasil olahan yang 

bernilai ekonomis. 

4. Pengolahan hasil ikan ini bisa menjadi life skill bagi 

masyarakat.  

5. Pengolahan ikan ini bisa menjadi home industry bagi 

masyarakat .  

6. Diharapkan peserta bisa menjadi produktif dalam 

meningkatkan perekonomian ke depannya.  

7. Peserta diarahkan mampu memasarkan hasil olahan ikannya 

kepada pihak-pihak terkait, seperti swalayan, sekolah-

sekolah dan pasar atau melalui media sosial sesuai dengan 

materi yang telah diajarkan. 

8. Peserta  bisa menjalin kerja sama dengan dinas perindustrian 

dan perdagangan dalam rangka membantu program 

pemerintah.  

B. Follow Up 

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam memperkuat 

Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Pesantren melalui Budi 

Daya Ikan Air Tawar untuk Mendukung Kemandirian Pangan Pedesaan 

dengan Lokus Dampingan di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Mathla’ul 
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Anwar Pandeglang Banten, sebagai proses belajar bersama antara kampus 

dan kampung. Dinamika sosial budaya masyarakat Banten sangat unik, 

mereka terdiri dari kelompok pendatang yang sebagian besar berasal dari 

daerah Pantura (Cirebon, Indramayu, dan Brebes), Madura dan Bugis serta 

penduduk asli Banten. Persoalan yang dihadapi oleh komunitas saat ini 

yaitu tingkat pendidikan yang rendah yang membuat kesulitan pemerintah 

dalam mengembangkan pola pikirnya untuk peningkatan kesejahteraannya. 

Jika dilihat dari tujuan dan output yang direncanakan, kegiatan ini 

telah dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan ruang lingkup yang 

dirumuskan. Namun untuk menuju kesempurnaan menuju masyarakat yang 

mandiri secara ekonomi masih membutuhkan proses pendampingan lebih 

lanjut, sebab dalam pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan proses 

daripada hasil. Sebagaimana diketahui bahwa ikan bisa dikembangkan 

dengan berbagai produk olahan yang bervariasi. Proses pengolahan ikan ini 

membutuhkan teknologi untuk dapat meningkatkan outputnya. Akan tetapi 

teknologi yang ada tidak semuanya adalah teknologi yang canggih, 

teknologi sederhana pun dapat diterapkan. Berdasarkan hal ini, secara 

umum para masyarakat di Banten dan Menes khususnya, seyogyanya 

mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada pada sistem pengolahan 

ikan. Sementara itu perlu adanya lembaga penunjang untuk membantu 

jamaah pondok pesantren ini dalam diversifikasi pengolahannya. Dengan 

harapan para santri di Banten bisa menciptakan produk olahan yang 

produktif dan menarik, hal ini punya tujuan khusus yakni mampu 

meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dan Indonesia 

semakin maju yang didukung oleh lembaga Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 
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Untuk itu, sejalan dengan hasil evaluasi dan monitoring yang 

dilakukan oleh fasilitator telah terumuskan rencana tindak lanjut yang 

memuat program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel di bawah ini. 

Tabel Rencana tindak lanjut 

Program Kegiatan Lembaga/Pelaku 

1.  Peningkatan 
Usaha Ekonomi 

  

a. Pengolahan 
produk pangan 
sehat 

• Pengadaan teknologi tepat 
guna untuk pengolahan produk 
pertanian, perikanan & 
peternakan 

• Pengadaan bibit unggul untuk 
pengembangan budidaya 
pertanian, perikanan & 
peternakan 

• Penyediaan modal usaha untuk 
pengembangan produk 
pertanian, perikanan & 
peternakan 

Pemerintah (Pusat, 
Provinsi & Kota), 
swasta, Perguruan 
Tinggi dan  masyarakat 

b. Pengembanga
n wisata religi 
& budaya 
berbasis 
komunitas 

Pengadaan sarana dan prasarana 
wisata religi & budaya (teknologi 
informasi, sarana ibadah, kios, 
home stay, dsb) 

Pemerintah (Pusat, 
Provinsi & Kota), 
Perguruan Tinggi, 
swasta dan  masyarakat 

2. Peningkatan 
Infrastruktur 

• Peningkatan jalan kampung 

• Pembangunan sanggar seni & 
wisata religi & budaya 

• Peningkatan sarana dan 

Pemerintah (Pusat, 
Provinsi & Kota) 
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prasarana ekonomi 

3. Peningkatan 
Kapasitas SDM 

• Penyuluhan budidaya 
pertanian, perikanan & 
peternakan 

• Pelatihan pengolahan produk 
pertanian, perikanan & 
peternakan 

• Pelatihan & studi banding 
pengelolaan wisata religi & 
budaya 

• Kursus dakwah keislaman 

Pemerintah Provinsi, 
Kota dan Perguruan 
Tinggi  

4. Penguatan 
Kelembagaan 

• Pembentukan komunitas 
informasi wisata religi & 
budaya 

• Penguatan Pondok Pesantren 

• Penguatan kelompok tani 

• Penguatan kelompok usaha  

• Penguatan koperasi 

Pemerintah Kota & 
Perguruan Tinggi 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis 

pesantren ini adalah : 

1. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia yaitu santri dan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia 

dan memanfaatkan sekecil mungkin dari potensi yang ada 

sehingga memunculkan kemandirian dalam bidang pangan dan 

ekonomi secara umum..  

2. Penguatan terhadap lembaga Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

merupakan suatu keharusan dalam membangun geliat jaringan 

perekonomian. 

3. Dengan pelatihan dan pendampingan cara pembudidayaan ikan 

dan mengolahnya menjadi produk bernilai jual memberikan 

pertumbuhan kesadaran kepada santri dan masyarakat terhadap 

pengembangan potensi alam yang tersedia. 

4. Keterkaitan dua kegiatan di atas, bahwa pembudidayaan ikan 

yang memiliki nilai ekonomis bisa menjadi penopang hidup dan 

bertahannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).   
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B. Saran-saran  

Dari laporan penelitian pengabdian kepada masyarakat berbasis 

pesantren ini yang fokus pada pemberdayaan santri mealui budi daya 

ikan dan penguatan lembaga BUMDes, beberapa saran dan 

rekomendasi kepada pihak terkait seperti berikut di bawah ini : 

1. Agar membuat kajian teoritik yang lebih mendalam terkait 

pemberdayaan dan penguatan ekonomi misalnya dengan 

memperluas mitra dampingan. 

2. Direkomendasikan untuk terus melakukan kajian-kajian 

empirik khususnya tentang diversifikasi olahan ikan sebagai 

produk yang memiliki nilai tambah dan ekonomis. 

3. Direkomendasikan kepada para santri dan masyarakat untuk 

terus berkreasi, berinovasi dalam mengembangkan penguatan 

Badan Usaha Milik Desa dan mengembangkan produk produk 

lainnya dengan variannya untuk memenuhi kebutuhan pasar 

4. Program pendampingan penguatan BUMDes dan Pondok 

Pesantren hendaknya bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. 

Mengingat penguatan BUMDes BMT dan Kewirausahaan 

Podok Pesantren ini masih dalam tahap awal dan masih banyak 

program lanjutan yang bisa dikembangkan. 
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